WALIKOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR /¢ TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

Menimbang

Mengingat

PINTU KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

bahwa upaya mewujudkan Kkinerja pelayanan
publik dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin
yang terukur dan dievaluasi keberhasilannya periu
memiliki dan menerapkan prosedur kerja
pelayanan yang standar;

bahwa Standar Operasional Prosedur merupakan
pedoman dan acuan yang baku dalam melakukan
suatu prosedur pekerjaan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi dari masing-masing bagian;

bahwa Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 75
Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin sudah tidak
sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan
tuntutan pelayanan sehingga perlu dilakukan
revisi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a huruf b, huruf ¢ diatas
perlu membentuk Peraturan Walikota tentang
Standar  Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan Pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia



9.

Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 67
,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
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215, Tambahan Lembaran negara Republik
Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76
Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

Peraturan Presiden Republik Indonesia 97 Tahun
2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 221);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun
2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036) ;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan,
Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha
Parawisata Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah;

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7
Tahun 2009 tentang Kewenangan dan Tata Kelola
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota
Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2009
Nomor 14) sebagimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan  Peraturan Daerah  Kota
Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Kewenangan Satu Pintu Kota Banjarmasin



(Lembaran Daerah Kota banjarmasin Nomor 2013
Nomor 17);

20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10
Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanaman
Modal di Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah
Kota Banjarmasin Nomor 39);

21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 40);

22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14
Tahun 2017 tentang Tanda Daftar Usaha
Parawisata (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2017 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN  WALIKOTA TENTANG  STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI

PEMERINTAHAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA
BANJARMASIN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

a.
b.

Daerah adalah Kota Banjarmasin.
Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarmasin beserta Perangkat
Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

c. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
d.

Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang
selanjutnya disebut DPMPTSP, adalah unsur perangkat daerah yaitu
Dinas yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk
pelayanan perizinan di daerah dengan sistem satu Pintu.

Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas berdasarkan
peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti
legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan
hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh
pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



h. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas
fiskal dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

i. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kegiatan
penyelenggaraan perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap
permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu
tempat.

j. Pelayanan Administrasi adalah pelayvanan vang menghasilkan berbagai
bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan publik.

k. Standar Operasional Prosedur adalah rangkaian instruksi tertulis yang
dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas
organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh
siapa dilakukan.

. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan vyang
selanjutnya disingkat SOP AP adalah standar operasional prosedur dari
berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

m. Standar Operasional Prosedur Administratif yang selanjutnya disingkat
SOP Administratif adalah prosedur standar yang bersifat umum dan
tidak rinci dari kegiatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang
aparatur atau pelaksana dengan lebih dari satu peran atau jabatan.

n. Standar Operasional Prosedur Teknis yang selanjutnya dingkat SOP
Teknis adalah prosedur standar yang sangat rinci dari, kegiatan yang
dilakukan oleg satu orang aparatur atau pelaksana dengan satu peran
atau jabatan.

0. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarmasin.

Sekretaris adalah Sekretaris DPMPTSP Kota Banjarmasin.

. Kabid adalah Kepala Bidang pada DPMPTSP Kota Banjarmasin.

r. Costumer Service yang selanjutnya disingkat CS adalah Costumer
Service pada DPMPTSP Kota Banjarmasin.

s. Front Office yang disingkat FO adalah Front Office pada DPMPTSP Kota
Banjarmasin.

t. Tim Teknis adalah Tim Teknis pada DPMPTSP Kota Banjarmasin.

u. Penyesuaian dan perubahan adalah tindakan melakukan perbaikan
terhadap SOP yang ditetapkan atau membuat SOP baru.
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BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Banjarmasin adalah untuk mengidentifikasi, merumuskan,
menyusun, memonitor, mengevaluasi serta mengembangkan mekanisme
tata laksana dalam pengambilan keputusan dan /atau tindakan oleh
Badan dan/atau pejabat DPMPTSP sebagai acuan dalam pelaksanaan
tugas, fungsi dan kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Dinas



Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota
Banjarmasin.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Standar Operasional Prosedur pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin
adalah agar tugas Badan dan/atau Pejabat Pelayanan Perizinan Terpadu
dan Penanaman Modal (DPMPTSP) Kota Banjarmasin dapat
diselenggarakan secara terukur, akuntabel, efektif, dan efisien dalam
rangka melaksanakan fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan,
pemberdayaan dan perlindungan.

Pasal 4

Manfaat ditetapkannya SOP pada DPMPTSP adalah :

a. sebagai ukuran standar kinerja pegawai dalam menyelesaikan,
memperbaiki serta mengevaluasi pekerjaan vang menjadi tugas.

b. mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan
seorang pegawai dalam melakukan tugas.

c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung
jawab individu pegawai dan organisasi secara keseluruhan.

d. membantu aparatur menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung dari
intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi Kketerlibatan
pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari.

e. meningkatkan akuntabilitas pelaksaaan tugas.

f. menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan aparatur
cara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi
usaha yang akan dilakukan.

g. memastikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang yang
harus dikuasi oleh pegawai dalam melaksanakan tugas.

BAB 111
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 5

(1) Badan dan/atau Pejabat Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal
Kota Banjarmasin wajib menyusun dan melaksanakan pedoman
umum Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

(2) Pedoman Umum Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan wajib diumumkan kepada masyarakat oleh Badan
dan/atau Pejabat Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
(DPMPTSP) Kota Banjarmasin melalui media elektronik (web, e-mail)
dan melalui kegiatan tatap muka langsung/sosialisasi;



Pasal 6

Standar Operasional Prosedur pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarmasin memuat :

a.

a0 o

(1)

(2)

(3)

Dasar Hukum;
Persyaratan;
Mekanisme;

Waktu Penyelesaian Izin

BAB 1V
PEMERIKSAAN DOKUMEN

Pasal 7

Badan dan/atau Pejabat Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
(DPMPTSP) Kota Banjarmasin, sebelum menetapkan keputusan dan/atau
tindakan harus memeriksa dokumen dan kelengkapan Adminitrasi
Pemerintahan dari pemohon,

Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan keputusan
dan/atau Tindakan yang diajukan dan telah memenuhi persyaratan, Badan
dan/atau Pejabat Pelayanan Perizinan dan Terpadu dan Penanaman Modal
(DPMPTSP) Kota Banjarmasin wajib memberitahukan kepada pemohon,
permohonan diterima,

Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan keputusan
dan/atau Tindakan yang diajukan dan tidak memenuhi persyaratan, Badan
dan/atau Pejabat Pelayanan Perizinan dan Terpadu dan Penanaman Modal
(DPMPTSP) Kota Banjarmasin wajib memberitahukan kepada pemohon,
permohonan diterima.

BAB V
BAGAN ATAU ALUR PROSES

Pasal 8

Prosedur pelayanan perizinan dilakukan dengan membuat bagan atau alur
proses, yang menggambarkan langkah operasional alur proses dalam
bentuk gambar / simbol bagan/alur Standar Operasional Prosedur
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



BAB VI
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

Pasal 9

(1) Penyelenggan memberikan akses untuk partisipasi masyarakat
menyampaikan pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan yang tidak
sesuai dengan Standar Operasional Prosedur;

(2) Penyelengara berkewajiban menindaklanjuti pengaduan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1);

(3) Penyelesaian pengaduan pelayanan publik (perizinan dan non
perizinan) diatur tersendiri dengan Peraturan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin.

BAB VII
PENYESUAIAN DAN PERUBAHAN

Pasal 10

Standar Operasional Prosedur pada peraturan ini dapat dilakukan
penyesuaian dan perubahan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan
dinamika pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin.

Pasal 11

Standar Operasional Prosedur yang telah dilakukan penyesuaian dan
perubahan dapat diberlakukan setelah mendapat pengesahan Walikota
Banjarmasin.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota
Banjarmasin Nomor 75 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur
(SOP) pada Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Kota Banjarmasin, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.



Pasal 13
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota

Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 17 nesember (75

WALIKOTA BANJARMASIN,

-

-~ IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 18 lesembor 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

HAMLI KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2018 NOMOR
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR /¢ TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA
BANJARMASIN

1. Daftar Dokumen SOP Manajemen (MR)

N

Nomor Dokumen

SOP.MR.001/DPMPTSP
SOP.MR.002/DPMPTSP
SOP.MR.003/DPMPTSP
SOP.MR.004/DPMPTSP
SOP.MR.005/DPMPTSP
SOP.MR.006/DPMPTSP
SOP.MR.007 /DPMPTSP
SOP.MR.008/DPMPTSP

Status
Rev.02
Rev.02
Rev.02
Rev.02
Rev.02
Rev.02
Rev.02
Rev.00

Nama Dokumen

SOP Pengendalian Dokumen Internal

SOP Pengendalian Dokumen Eksternal
SOP Pengendalian Arsip

SOP Pelaksanaan Audit Internal

SOP Tinjauan Manajemen

SOP Tindakan Perbaikan

SOP Pengendalian Hasil Yang Tidak Sesuai
SOP Analisa Risiko

Daftar Dokumen SOP Bidang Perizinan Tertentu

Nomor Dokumen

SOP.ZINTU.001/DPMPTSP
SOP.ZINTU.002/DPMPTSP
SOP.ZINTU.003/DPMPTSP
SOP.ZINTU.007 /DPMPTSP
SOP.ZINTU.008/DPMPTSP
SOP.ZINTU.010/DPMPTSP
SOP.ZINTU.011/DPMPTSP

SOP.JASU.013/DPMPTSP

Status
Rev.01
Rev.01
Rev.01
Rev.01
Rev.01
Rev.01
Rev.01

Rev.01

Nama Dokumen

SOP Pembuatan Izin Prinsip

SOP Pembuatan Izin Lokasi

SOP Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

SOP Izin Usaha Angkutan Umum Kota
SOP Izin Usaha Angkutan Barang

SOP Izin Pendirian Menara Telekomunikasi
SOP Izin Usaha Media Elektronik Informasi
dan Komunikasi (IUMEIK)

SOP Pembuatan Izin Reklame

Daftar Dokumen SOP Bidang Perizinan Jasa Usaha

Nomor Dokumen
SOP.JASU.001/DPMPTSP

SOP.JASU.002/DPMPTSP
SOP.JASU.003/DPMPTSP
SOP.JASU.004/DPMPTSP

SOP.JASU.005/ DPMPTSP
SOP.JASU.006/DPMPTSP
SOP.JASU.007/ DPMPTSP
SOP.JASU.008/ DPMPTSP
SOP.JASU.014/DPMPTSP

SOP.JASU.017/DPMPTSP
SOP.JASU.018/DPMPTSP

SOP.JASU.019/DPMPTSP
SOP.JASU.020/DPMPTSP
SOP.JASU.021/DPMPTSP
SOP.JASU.022/ DPMPTSP
SOP.JASU.023/DPMPTSP
SOP.JASU.024/DPMPTSP

Status
Rev.01

Rev.01
Rev.01
Rev.01

Rev.01
Rev.01
Rev.01
Rev.01
Rev.01

Rev.01
Rev.01

Rev.00
Rev.00
Rev.00
Rev.00
Rev.00
Rev.00

Nama Dokumen

SOP Pembuatan Surat Keterangan Tempat
Usaha (SKTU)

SOP Pembuatan Izin Penerjemah

SOP Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
SOP Pembuatan Tanda Daftar Perusahaan
(TDP)

SOP Pembuatan Tanda Daftar Industri (TDI)
SOP Izin Usaha Industri (IUI)

SOP Pembuatan Tanda Daftar Gudang (TDG)
SOP Izin Toko Obat (ITO)

SOP Pembuatan Izin Pemasangan Spanduk,
Umbul-umbul, Banner

SOP Pembuatan Izin Penyelenggaraan
Puskesmas

SOP Pembuatan Izin Usaha Jasa Konstruksi
(IUJK)

SOP Usaha Daya Tarik Wisata

SOP Usaha Kawasan Pariwisata

SOP Usaha Jasa Transportasi Wisata

SOP Usaha Jasa Perjalanan Wisata

SOP Usaha Jasa Makanan dan Minuman
SOP Usaha Penyediaan Akomodasi
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SOP.JASU.025/DPMPTSP
SOP.JASU.026/DPMPTSP

SOP.JASU.027/DPMPTSP

SOP.JASU.028/DPMPTSP
SOP.JASU.029/DPMPTSP
SOP.JASU.030/ DPMPTSP
SOP.JASU.031/DPMPTSP
SOP.JASU.032/DPMPTSP
SOP.JASU.033/DPMPTSP

Rev.00
Rev.00

Rev.00

Rev.00
Rev.00
Rev.00
Rev.00

SOP Usaha Penyelenggaraan Kegiatan
Hiburan dan Rekreasi

SOP Usaha Penyelenggaraan Pertemuan,
Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran
SOP Usaha Jasa Informasi Pariwisata

SOP Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

SOP Usaha Jasa Pramuwisata

SOP Usaha Wisata Tirta

SOP Usaha Spa dan Salon Kecantikan

SOP Penerbitan Sejati (Seberkas Jadi Tiga ljin)
SOP Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)
dengan e Tanda Tangan

4. Daftar Dokumen SOP Bidang Penanaman Modal

Nomor Dokumen
SOP.PM.005/DPMPTSP
SOP.PM.007/DPMPTSP

SOP.PM.009/DPMPTSP
SOP.PM.009/ DPMPTSP
SOP.PM.010/DPMPTSP
SOP.PM.011/DPMPTSP

Status
Rev.01
Rev.01

Rev.00
Rev.01
Rev.01
Rev.01

Nama Dokumen

SOP Pelayanan Izin Pendaftaran Penanaman Modal
SOP Pelayanan Izin Usaha Perubahan Penanaman
Modal

SOP Pelayanan Izin Alih Status Penanaman Modal
SOP Perencanaan Kegiatan Promosi Potensi Daerah
SOP Kegiatan Promosi Potensi Daerah

SOP Kegiatan Monitoring Perusahan Bidang
Penanaman Modal

5. Daftar Dokumen SOP Bidang Pengendalian Mutu

Nomor Dokumen
SOP.DALTU.01/DPMPTSP

SOP.DALTU.02/DPMPTSP

SOP.DALTU.03/DPMPTSP

Status  Nama Dokumen
Rev.01  SOP Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat

Rev.01

(TKM)
SOP Pengaduan Perizinan dengan Peninjauan
Lapangan

Rev.01  SOP Pengaduan Perizinan Tanpa Peninjauan

Lapangan

6. Daftar Dokumen SOP Bidang Data dan Sistem Informasi

Nomor Dokumen

SOP.DATINFO.01/DPMPTSP

Status Nama Dokumen

Rev.01 SOP Penyusunan Data Realisasi Perizinan

SOP.DATINFO.03/DPMPTSP  Rev.01 SOP Kegiatan Pelayanan Informasi Perizinan

7. Daftar Dokumen SOP Bidang Pengkajian dan Pengembangan

Nomor Dokumen

Status Nama Dokumen
SOP.KABANG.01/DPMPTSP Rev.01 SOP Pengembangan dan Inovasi Pelayanan
SOP.KABANG.02/DPMPTSP Rev.01 SOP Pengkajian Regulasi

8. Daftar Dokumen SOP Sub Bagian Perencanaan

Nomor Dokumen

SOP.RENCAN.001/DPMPTSP
SOP.RENCAN.002/DPMPTSP
SOP.RENCAN.003/DPMPTSP

SOP.RENCAN.004/DPMPTSP

Status Nama Dokumen

Rev.01 SOP Penyusunan LAKIP DPMPTSP
Rev.01 SOP Penyusunan Renstra DPMPTSP
Rev.01 SOP Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar

Daerah

Rev.01 SOP Penyusunan RKT



9. Daftar Dokumen SOP Sub Bagian Keuangan

W N ==

10.

ol

=0 00

11
12

Nomor Dokumen

SOP.KEU.001/DPMPTSP
SOP.KEU.002/DPMPTSP
SOP.KEU.003/DPMPTSP

Status

Rev.01

Rev.01

Rev.01

Nama Dokumen

SOP Pengajuan SPP-LS Gaji dan Tunjangan
SOP Prosedur Pembayaran UP/ GU

SOP Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

Daftar Dokumen SOP Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Nomor Dokumen
SOP.UMPEG.001/DPMPTSP

SOP.UMPEG.002/DPMPTSP
SOP.UMPEG.003/DPMPTSP
SOP.UMPEG.004/DPMPTSP

SOP.UMPEG.005/DPMPTSP
SOP.UMPEG.006/DPMPTSP

SOP.UMPEG.007 /DPMPTSP
SOP.UMPEG.008/DPMPTSP
SOP.UMPEG.009/DPMPTSP
SOP.UMPEG.010/DPMPTSP

SOP.UMPEG.011/DPMPTSP
SOP.UMPEG.012/DPMPTSP

Status
Rev.01

Rev.01
Rev.01
Rev.01

Rev.01
Rev.01

Rev.01
Rev.01
Rev.01
Rev.01

Rev.01
Rev.01

Nama Dokumen

SOP Penyelenggaraan Administrasi Surat
Masuk dan Pengarsipan

SOP Penyelenggaraan Administrasi Surat
Keluar dan Pengarsipan

SOP Pelaksanaan Jaminan Jasa Pemeliharaan
Kesehatan PNS / Askes

SOP Pembuatan Karpeg, Karsu/ Karis dan
Kartu Askes Pegawai

SOP Penyusunan Pemutakhiran Data Pegawai
SOP Pengawasan dan Evaluasi Absensi Sidik
Jari dan Manual

SOP Penyelenggaraan Usul Cuti Pegawai

SOP Penyusunan Daftar Nominatif Pegawai
SOP Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan
SOP Pengajuan Usul Kenaikan Pangkat, Gaji
Berkala, Pensiunan, Tanda Jasa, Tanda

Penghargaan, Pengembangan Karir dan
Pemberhentian

SOP Pengarsipan Dokumen

SOP Penyelenggaraan Rapat Internal

WALIKOTA BANJARMASIN,

~—

IBNU SINA
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NOMOR SOP SOP.MR.002/DPMPTSP
TGL. PEMBUATAN 31 AGUSTUS 2018
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DISAHKAN OLEH WALIKOTA
KOTA BANJARMASIN BANJARMASIN
MANAJEMEN REPRESENTATIF NAMA SOP Pengendahan Dokumen Eksternal
DASAR HUKUM: e i _",KUALIFIKASI PELAKSANA '

1. Peraturan Daerah Kota Banjamzasm Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasa Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin.

2. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas
Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Banjarmasin.

3. PermenPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi
Pemerintahan.

4. ISO 9001:2015 Klausul 7.5 Informasi Terdokumentasi

1. Minimal SMA / Sedcrajat

2. Mampu mengoperasikan komputer

3. Mampu bekerja sama dalam Tim

4, Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan SOP

5. Memahami persyaratan ISO 9001:2015 tentang dokumentasi

' I{ETERKAITAN

| PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

1. SOP Pengendahan Ars.'.lp |

1. Perangkat Komputer
2. Alat Tulis Kantor

3. Meja Kursi Petugas
4. Lemari Arsip

Semua dokumcn yang dltenma dan pxhak ekstemal berupa peraturan dan
atau buku dan atau dokumen lain yang digunakan sebagai pedoman/
panduan harus diidentifikasikasi dan dikendalikan

‘ Dlsnnpan sebagal data elektronlk dan chars1pkan
Dokumentasi Eksternal ISO 9001:2015 yang diterapkan.
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PROSEDU. . PENGENDALIAN ARSIP

Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Keterangan
Arsiparis Kasubbag TU Kelengkapan Waktu Output
Menerima dan menginventarisasi arsip Berkas arsip 15 menit~  |Daftar inventarisir

Bl

Mengklasifikasi dan  menginventarisir  arsip Daftar inventarisir 30 menit  |Hasilinvenlarisi dokumen
berdasarkan jenis arsip
Menentukan lokasi simpan, masa simpan dan Hasil inventarisi dokumen 30 menit - |Hasil penentuan lokasi simpan,
metode pemusnahan ‘—j’:] masa simpan dan metode|
pemusnahan

Memelihara arsip sesuai dengan lokasi dan masa Hasil penentuan lokasi simpan,| masa simpan |Arsip lerpelihara
simpan yang telah ditetapkan Ijj masa smpan dan metode

pemusnahan
Jika masa simpan arsip lelah habis, maka lakukan Hasil penentuan lokasi simpan,| 30menit  |Laporan pemusnahan arsip  |Pemusnshan  harus  mendapal
pemusnahan sesuai dengan metode yang telah I:"’—[ masa smpan dan metode| persetujuan MR dan Kepala Dinas
ditetapkan pemusnahan
Menerima dan memeriksa laporan dari arsipans l_“ hasil inventarisir arsip 30 menit  [Arsip
Mengarsipkan laporan Arsip {5menit  |Laporan Arsip
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PROSEDUR AUDIT INTERNAL

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan ; : Document _ il Keterangan
MR Auditor Auditee Controller Kelengkapan Waklu Output
1 |Membuat program audit internal. Audit internal Farm Program Audit, 60 menit Program Audit Internal
dilakukan minimal sekali setiap tahunnya. O Komputer, Daftar Intemal
Auditor
2 |Membuat jadwal audit dan memilih auditor vang Program Audil Intemnal, 80 menit Jadwal audit intemal
bertugas dan alokasi waktu dan tempat audit Ej Form jadual audit internal,
komputer I
3 [Menginformasikan jadwal audit internal ke seluruh | Jadwal audit intemal 60 menit Jadwal audit intemal
bagian termasuk kepada internal auditor yang I | terinformasikan
dituniuk
4 |Membuat ceklist audit sesuai dengan area audit IJ Jadwal auditinternal 60 menit Ceklist audit
yang akan menjadi tugasnya 1 I
5 |Melaksanakan openning meeting, unluk meng v Jadwal audit 15 menit Daftar Hadir
konfirmasi jadwal, tujuan serla sasaran audit | I
6 |Melaksanakan audit dengan menggunakan y Ceklis audit 300 menit  |Ceklis audit yang lelah
checklist audit yang telah dibuat. ] diengkapi
7 |Membuat laporan ketidaksesuaian yang ditemukan = Celis audit yang telzh 120 menit  |Laporan kelidaksesuaian
selama audit berlangsung g dilengkapl
8 |Membuat laporan pelaksanaan audit internal yang Ceklis audit yang lelah 60menit  |Laporan audit infemnal
telah dilakukan, dengan me-resume seluruh Ej dilengkapi, Laporan
temuan audit kelidaksesyaian
9 |Melaksanakan closing meeting untuk melaporkan Laporan audil intemal 30 menit Daftar Hadir
hasil kegiatan audit Ej
10 |Menyerahkan laporan kelidaksesuaian kepada v Laporan kelidaksesualan 15 menit Laporan ketidsksesuaian
auditee | f
11 |[Membual dan melakukan tindakan perbaikan ) Laporan kelidaksesuaian 4200 menit  |Laporan kefidaksesuaian  |Prosedur lindakan
terhadap ketidaksesuaian yang ditemukan ELI yang telah dilengkapi perbakan dan
pancegahan
12 [Meiakukan kompilasi terhadap ketidak sesuaian Laporan kelidaksesualan 300 menit  |Log laporan
yang telah ditetapkan tindakan perbaikannya serta l—":] yang telah dilengkapi kelidaksesuaian
memberikan  penomoran  terhadap laporan
ketidaksesuaiap tersebuf
13 |Melakukan verifikasi efeklivitas tindakan perbaikan - Laporan kelidaksesuaian 60 menit Laporan kelidaksesuaian
yang telah dilakukan | I yang telah dilengkapi yang telah di verifikasi
14 |Memonitor progress status kelidaksesuaian Log laporan 60 menit Status laporan
ketidaksesuaian kelidaksesuaian




(

15 |Memelihara seluruh rekaman aktivitas audit internal Jadwal audit, surat tugas, masa simpan [Rekaman terpelihara Prosedur
y ceklist audil, laporan pengendalian
— ketidaksesuaian, laparan arsip
L] audit, log laporan
ketidaksesuaian, daflar -
hadir openning dan dosing
maating
16 |Melaporkan hasil audit internal ke Top y Hasil Audit Inlernal 30 menit Hasil Audit Intemnal Prosedur Tinjauan
management melalaui  mekanisme  tinjauan (j lerlaporkan kepada Top Manajemen
i Manaiemen

manalemen




—

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANJARMASIN

MANAJEMEN REPRESENTATIF

NOMOR SOP - SOP.MR.005/DPMPTSP

TGL. PEMBUATAN  : 31 AGUSTUS 2018

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH WALIKOTA
BANJARMASIN

NAMA SOP . Tinjauan Manajemen

DASAR I-IUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasa Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin.

2. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas
Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Banjarmasin.

3. PermenPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi
Pemerintahan.

4. ISO 9001:2015 Klausul 9.3 Tinjauan manajemen

Minimal SMA / Sederajat

Mampu mengoperasikan komputer

Mampu bekerja sama dalam Tim

Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan SOP

Kepala Dinas, mampu mengevaluasi dan memiliki kewenangan
memberikan keputusan terkait setiap permasalahan yang menjadi

pembahasan

D 1=

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

1. SOP Pcngcﬁdalian Arsip

Perangkat Komputer

Alat Tulis Kantor

Meja Kursi Petugas

Lemari Arsip

Form Notulen Rapat Tinjauan Manajemen
Daftar Hadir

PV (0N et

PDRINGATAN

PENCATATAN DALN PENDATAAN

Rapat Tinjauan Manajemen harus dﬂakukan mmlmal 1 kali setahun untuk
membahas input dalam Sistem Manajemen Mutu untuk meninjau keefektifan
Sistem Manajemen Mutu dan rencana strategis dalam perbaikan
berkesinambungan

Disimpan scbagal data elektronik dan dlarsmkan
Dokumentasi Pelaksanaan Rapat Tinajauan Manajemen.




—— T ————

PROSEDU{h INJAUAN MANAJEMEN

(

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Document | Bagian Ketarangan
MR ool |- Tenat Kelengkapan Waktu Output
1 |Membuat program dan menentukan jadwal tinjauan manajemen. Tinjauan Komputer, Form- 30 menit Pragram Sislem
manajemen dilakukan minimal sekali setiap tahunnya. ( } Program Sistem Manajemen Mulu
Manajemen Multu
2 |Menyusun agenda tinjauan manajemen. Masukan atau hal-hal minimal Agenda Tinjauan 60 menit Jadwal tinjauan
yang di bahas adalah : Manajemen manajemen
a. Hasil Audit
b. Hasil Pengukuran Kepuasan pelanggan dan umpan balik pelanggan v -
c. Kinerja Proses dan Kesesuaian Jasa Ej
d. Status Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
e. Tindak Lanjut Tinjauan Manajemen sebelumnya
f. Perubahan yang dapat mempengaruhi system mutu
g. Rekomendasi untuk perbaikan
3 |Menginformasikan pelaksanaan linjauan manajemen — Jadwal tinjauan 300 menit Undangan
| | manajemen
4 |Melaksanakan rapat tinjauan manajemen Undangan, maleri 120 menil Daflar Hadir, Rapat Tinjauan
\f_l rapal pembahasan mater |Manajemen harus
| i dihadiri oleh Top
Manajemen/ Kepala
5 [Membuat notulen hasil rapat. Daftar Hadir, 120 menil Notulen rapal
Hasil tinjauan manajemen dapatl mencakup : pembahasan maleri
a. Perbaikan terhadap keefeklifan sistem manajemen dan proses- . 2
prosesnya, l—_l
b. Perbaikan pada jasa yang dihasilkan terkait dengan persyaratan
pelanggan
c. Sumber daya yang diperlukan
6 |Menindaklanjuti hasil tinjauan manajemen l_\g Notulen rapat sesuai notulen  [hasil tindakan
7 |Memelihara seluruh rekaman aktivitas tinjauan manajemen , Notulen rapat, daftar| masa simpan  |Rekaman lerpelihara|Prosedur pengendalian
- hadir arsip
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PROSEDUR TINDAKI-... PERBAIKAN DAN PENCEGAHAZ

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Penamu Document | Bagian Keterangan
Ou
kelidaksesualan | Conlroller |  Terkail MR Kelenokapan ek tpet

1 |ldentifikasi masalah/ ketidaksesuaian atau potensi ATK, Form Continue ~ |PTPP Kelidaksesuaian dapat berupa hasil
ketidaksesuaian dan  membuat Permintaan Permintaan pangendalian mutu yang tidak
Tindakan Perbaikan dan Pencegahan ( ) Tindakan Perbaikan sesuai, large! yang tidak tercapali,

dan Pencegahan keluhan pelanggan, hasil internal
(PTPP) audit, hasil analisa

2 |Menyerahkan Permintaan Tindakan Perbaikan dan ey PTPP 30 menit  |PTPP
Pencegahan kepada document controller I f

3 |Mendaftarkan, memberikan penomoran dan , PTPP Smenit  [PTPP
menyerahkan Laporan ketidaksesuaian kepada E"“']
bagian terkait

4 |Melakukan  analisa unluk  mencari  akar v PTPP 900 menit  |PTPP dengan
permasalahan Ij:] mengisi analisa akar

5 |Menentukan rencana  tindakan  perbaikan/ . PTPP dengan 900 menit  |PTPP dengan
pencegahan yang dapal menghilangkan akar [_—_j mengisi analisa akar mengisi rencana
masalah masalah lindakan

6 |Melaksanakan tindakan perbaikan / pencegahan . PTPP sssuai jadwal |pelaksanaan
sesuai rencana | f lindakan perbaikan

7 |Melakukan verifikasi efektifitas atas tindakan v PTPP yang sudah | 1 hari setelah |Hasil verifikesi jika ketidaksesuaian ditamukan
perbaikan dan pencegahan yang telah dilakukan '_| | dilengkapi perbaikan kelika audil maka verifikasi dilakukan

dilakukan ditor
& |Memonitor progress status ketidaksesuaian ; Log laporan Continue  |Status laporan
- ketidaksesuaian keidaksesuaian




NOMOR SOP . SOP.PM.007/DPMPTSP

TGL. PEMBUATAN  : 31 AGUSTUS 2018

TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN W ALIKOT A
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DISAHKAN OLEH
KOTA BANJARMASIN BANJARMASIN
1 in Usaha Perubahan Penanaman
BIDANG PENANAMAN MODAL NAMA SOP Felayanan Izin Uk SEniana
Modal
DASAR HUKUM: G ; KUALIFIKASI PELARSANA :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 1. Pendidikan minimal SMA/ Sedera_]at
2. Perpres Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di | 2. Mampu mengoperasikan computer
Bidang Penanaman Modal. 3. Memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan SOP
Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Sistem Pelayanan | 4. Mampu bekerja sama denganTim
5. Memahami Peraturan Perundang — undangan yang berlaku

dan Perizinan Investasi secara Elektronik.

Perda No 10 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di

Kota Banjarmasin.

5. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasa Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin.

6. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas

Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Banjarmasm

B o

KEIERKAITAN

i PERALATAN}’ PERLENGLAPAN

j Komputer dan kelcngkapannya

2. Alat tulis kantor

3. Filling kabinet/lemari arsip

4. Peraturan perundang — undangan yang berlaku

 PERINGATAN:

| PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabﬂa SOP tldak dﬂ.aksanakan aka.n tet]ach kelambatan keudakjelasanh

alur, ketidak trasparan biaya dan ketidak tepatan waktu pelayan

Disimpan sebagai data eletronik, dzdokumentasﬂ{an -
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PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANJARMASIN

BIDANG PERIZINAN TERTENTU

SOP.ZINTU.001/DPMPTSP

NOMOR SOP

TGL. PEMBUATAN 31 AGUSTUS 2018

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH WALIKOTA
BANJARMASIN

NAMA SOP

Pembuatan Izin Prinsip

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Undang—Undang Nomor 26 Tahun 2007 tcntang Penataan Ruang

2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang.

3. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 tentang RTRW
Kota Banjarmasin.

4. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasa Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin.

5. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas
Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Banjarmasin.

1. Minimal SMA / Sederajat

2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
3. Mampu mengoperasikan komputer

4. Mampu bekerja sama dalam Tim

5. Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan SOP

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

1. Perangkat Komputer
2. Alat Tulis Kantor

3. Meja Kursi Petugas
4. Lemari Arsip

' PERINGATAN

| PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabﬂa tahapan SOP udak dﬂaksanakan dengan baJk maka akan bcrdampak
pada waktu penyelesaian.

Disimpan sebagai data elektronik dan dlarmpkan
Dokumentasi Izin Prinsip yang dikeluarkan.
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NOMOR SOP SOP.ZINTU.002/DPMPTSP
TGL. PEMBUATAN 31 AGUSTUS 2018
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DISAHEAN OLEH WALI KOTA
KOTA BANJARMASIN BANJARMASIN
BIDANG PERIZINAN TERTENTU NAMA SOP Pembuatan Izin Lokasi
| KUALIFIKASI PELAKSANA:

DASAR HUKUM:

—

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang.

3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Nomor 5 Tahun
2015 tentang Izin Lokasi.

4. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 tentang RTRW
Kota Banjarmasin.

5. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasa Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin.

6. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas

Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Banjarmasin

1. Minimal SMA / Sederajat

2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
3. Mampu mengoperasikan komputer

4. Mampu bekerja sama dalam Tim

5. Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan SOP

| PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

' KETERKAITAN:
1. Perangkat Komputer
2. Alat Tulis Kantor
3. Meja Kursi Petugas
4. Lemari Ar51p i
PERINGATAN ” PENCATATAN DAN PENDATAAN o i
Dlslmpan sebagal data elektronik dan dmrsxpkan

Apatnla tahapan SOP udak dﬂaksanakan dengan baik maka akan berdampak
pada waktu penyelesaian.

Dokumentasi Izin Lokasi yang dikeluarkan.
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NOMOR SOP . SOP.ZINTU.003/DPMPTSP

TGL. PEMBUATAN  : 31 AGUSTUS 2018

Susunan Organisasa Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin.

10.Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas

Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Banjarmasin.

TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DISAHKAN OLEH WALIKOTA
KOTA BANJARMASIN BANJARMASIN
BIDANG PERIZINAN TERTENTU NAMA SOP ©  Pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

~ DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA: ' L
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan | 1. Minimal SMA / Sederajat

Retribusi Daerah. 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
2. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2009 tentang | 3. Mampu mengoperasikan komputer

Bangunan Panggung,. 4. Mampu bekerja sama dalam Tim
3. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No 2 Tahun 2012 tentang Retribusi | 5. Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan SOP

IMB.
4. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2012 tentang IMB.
5. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2012 tentang

Penetapan, Pengaturan, Pemanfaatan Sempadan Sungai dan Bekas

Sungai.
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 tentang RTRW

Kota Banjarmasin.
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2013 tentang

Perumahan di Kota Banjarmasin.
8. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2015 tentang Garis Sempadan

Bangunan dalam Daerah Kota Banjarmasin.
9, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang
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( (
PROSEDUR PEMBUATAv IZIN USAHA ANGKUTAN UMUM KOTA

Pelaksana Mutu Baku
No. tan - . . JFU Loket Ket
i o T:’k‘:s ‘;?:tf Sekdis | Kadis | Subbag [Fengambian| Kelengkapan |Waktu| — Output
Umpeg sK
Menerima dan memeriksa berkas permohonan pembusktan Berkns permohonan Berkas permobouan
izin Usaba Angkutan Umum Kota. Jika lengkap berkas Izin Usaha Anghutan Izin Usaba Angkutan
diteruskan ke Kasi Adm. (pemohon diberi Resi Tanda Umm Kota Unnun Kot dan Resi
Terima berkas). Jikit tidok lengkap berkas dikembaliknn
ke pemohon untuk dilengkapi
Memverifikusi berkas permohonan pembuatan izin Usaha X Berkas permohonan Berkas permohonan
Angkutan Umum Kota. Jika bepar diteruskan ke Tim @—'— Izin Usnha Angkutan Izin Usaha Anghutan
Tekmis. Jika tidak benar berkas dikembaliknn ke P Umum Kota Umum Kotr
melalui FO. terverifikasi
Mencetakt Draft Izin Usaba Angkutan Umum Kota dan Berkas permohonan Berkas permohonan |SOP
menyampaiknn ke Kasi Adm unmk ditindaklanjut 4 lzin Usaha Angkutan Izin Usaha Angkutan | Rekom
E Umum Kota Umum Kota endasi
) T terverifiknsi terverifikasi dan
Ya draft Izin Usaha
Fidak ﬁ:gmkumn Umum
Memeriksa draf Izin Usaha Anglutsn Umum Kot Jika W Berkas perninohonan Berkas permohonan
setuji dipamf dan yampaikan ke Kabid Zintu dan jika _)@ Lzin Usaha Angkutan Izin Usaha Anglutan
tidnk sotuju dikembalikan ke Kasi Adm Uniim Kota Umum Kota
terverifiknsi dan terverifikasi dan
draft Izin Usaha drafl [zin Usaha
Angkutan Umum Angkutan Umum
Kota Kota berparef Kasi
Adm.

5 |Memerikun draft lzin Usaba Anglutan Umum Kota Jika Berkns permochonan Berkas permohonan
setuju diparafl dan menynmpaikan ke Sekretaris Dinas dan | Izin Usahia Angkutan lzin Usaha Angkutan
jik tidak setuju dikembalikan ke Kasi Adm. Tidak 4 Umum Kota Umum Kota

Q terverifikasi dan terverifikasi dan
¥ draft Izin Usaha draft lzin Usaha
Anglutan Umum Angkutan Umum
Ya Kota berparaf Kasi Kota berparafl Kabid
Adm, Zindu

6 |Memeriksn draft lzin Usaha Angkutan Umum Kota Jikn Berkns permohonan Berkas permohonan
setiju dipnmf dan menynmpaikan ke Kepala Dinns, jikn W Izin Usaha Angkutan Izin Usaha Anghutan
tidik setujudikembalikan ke Kabid Zintu Tidak Umum Kota Umum Kota

terverifikasi dan terverifikasi dan

i s draft Izin Usaha draft lzin Usaha
Angkutan Umum Angkutan Umum
Kot berparaf Kabid Kow berparaf
Zindu Sekretaris

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan Management Representative dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin



Memerilenn diaf lzn Usnha Angkutan Umumn Kota, Jika
setnju ditunda tangani dan disampaikan ke JFU Subbag
Umpeg dan jika tidak setuju dikembalikan ke Sekretaris

s

Tidak]

[T sennolionan
Tzin Usaha Angkutan
Umnum Kota

Lzin Usahn Angkutun
Umum Kata
bertndatangan

terverifiknsi dan Kndin

draft Izin Usaha

Angkutan Umuam

e Kota berpaaaf

Sekretaris
Mendokumentasikan lzn Usaha Anglkutan Umum Kota lzin Usaba Angkutan Izin Usalin Anghkutan
dan menyampaikan ke Loket Pengambilan SK Umum Kota Umum Kota

bertandatangan bertandatangan

Kndis Kadis yang

terdolumentnsi

Menerima dan menyernhkan lzin Usaha Angkutan Umum
Kota padn Pemohon

Izin Usahn Angkutan
Umpm Kot
Bertandntangan
Kadis dan Resi

Izin Usahn Angkutan
Umum Keta diterima
Pemohon

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan Management Representative dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin




PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANJARMASIN

BIDANG PERIZINAN TERTENTU

(

NOMOR SOP SOP.ZINTU.008/DPMPTSP
TGL. PEMBUATAN 31 AGUSTUS 2018
TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

WALIKOTA
BANJARMASIN

DISAHKAN OLEH

NAMA SOP Pembuatan Izin Usaha Angkutan Barang

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSAN A:

1.
2.
3.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 tentang
Angkutan.

. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Kode

Wilayah Pendaftaran Tanda Nomor Kendaraan.

. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomorl9 Tahun 2007 tentang

Perizinan Usaha Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum di Jalan
dan Kursus Mengemudi.

. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Susunan Organisasa Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin.

. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas

Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Baryarmasm

1. Minimal SMA / Sedera_}at

2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
3. Mampu mengoperasikan komputer

4. Mampu bekerja sama dalam Tim

5. Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan SOP

KETDRKAITAN

| PERALATAN/ PERLENGKAPAN: -

1. SOP Pembuatan SKTU

3, Me_]a KUI'Sl Petuvas
4. Lemari Arsip

1. Perangkat Komputer
2. Alat Tulis Kantor

PERIN GATAN

| PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila lahapan SOP udak dilaksanakan dengan baik maka akan berdampak
pada waktu penyelesaian.

Dlsu:npan sebagai data elektronik dan dxarmpkan
Dokumentasi Izin Usaha Angkutan Barang yang dikeluarkan.
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NOMOR SOP SOP ZINTU.010/DPMPTSP
TGL. PEMBUATAN 31 AGUSTUS 2018
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN WALIKOTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DISAHK AN OLEH
KOTA BANJARMASIN BANJARMASIN
Pembuatan Izin Pendirian Menara
Bﬂ)Ale PERIZINAN TERTENTU | NAMA SOP Telekomunikasi
DASAR HUKUM: | KUALIFIKAST PELAKSANA |

1 Undmlg-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tcntang Pajak Daerah da_n
Retribusi Daerah.

2. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

3. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23 Tahun
2011 tentang Izin Pendirian Menara Telekomunikasi

4. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasa Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin.

5. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas
Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Ban;armasm

1. Minimal SMA / Sederajat

2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
3. Mampu mengoperasikan komputer

4. Mampu bekerja sama dalam Tim

5. Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan SOP

KETERKAITAN

| PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

1 SOP Pembuatan SKTU

2. SOP Pembuatan IMB

3. SOP Pembuatan HO

4. SOP Pembuatan Izin Prinsip

1. Perangkat Komputer

2. Alat Tulis Kantor
3. Meja Kursi Petugas
4. Lemari Arsip

Apabﬂa.- tahapan SOP tlda.k dﬂaksanakan dan rekumendasx tcl-cms dlterxma
tidak tepat waktu maka penyelesaian izin tidak sesuai dengan waktu yang
ditentukan.

Dlsunpan sebaga1 data elektromk dan dJars1pkan

Dokumentasi Izin Pendirian Menara Telekomunikasi yang dikeluarkan.
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PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANJARMASIN

BIDANG PERIZINAN TERTENTU

NOMOR SOP SOP.ZINTU.01 I/DPMPTSP

TGL. PEMBUATAN : 31 AGUSTUS 2018

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH WALIKOTA
BANJARMASIN

Pembuatan Izin Usaha Media Elektronik

N SIOF Informasi dan Komum.kam (I[UMEIK)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSAN A:

1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

2. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Retribusi Izin Usaha Media Elektronik Informasi dan Komunikasi.

3. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasa Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin.

4. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas
Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Banjarmasin.

1. Minimal SMA / Sederajat

2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
3. Mampu mengoperasikan komputer

4. Mampu bekerja sama dalam Tim

5. Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan SOP

KETERKA]TAN

| PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

1 SOP Pembuatan SKTU

L. Perangkat Komputer
2. Alat Tulis Kantor

3. Meja Kursi Petugas
4. Lemari Arsip

S PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabxla tahapan SOP uda.k dﬂaksanakan dengan bauk maka akan berdampak
pada waktu penyelesaian.

Dlsunpan sebagal data elektronik dan dlarmpkan
Dokumentasi Izin Usaha Media Elektronik Informasi dan Komunikasi

(IUMEIK) yang dikeluarkan.
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9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasa Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin.

10.Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas
Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Banjarmasin.
KETERKAITAN:

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

1. SOP Pembuatan TDG.

1. Perangkat Komputer
2. Alat Tulis Kantor

3. Meja Kursi Petugas
4, Lemari Arsip

PERINGATAN

- PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apablla tahapan SOP tldak dl]aksanakan dan rekomenda31 teknis dltcnma
tidak tepat waktu maka penyelesaian izin tidak sesuai dengan waktu yang

ditentukan.

D1sm1pan sebagai data clektromk dan dmrmpkan
Dokumentasi Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)

yang dikeluarkan.
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NOMOR SOP - SOP.ZINTU..013/DPMPTSP

TGL. PEMBUATAN : 31 AGUSTUS 2018

TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DISAHK AN OLEH WALIKOTA
KOTA BANJARMASIN BANJARMASIN
BIDANG PERIZINAN JASA USAHA NAMA SOP : Pembuatan Izin Reklame
' DASAR HUKUM: el KUALIFIKASI PELAKSANA: :
1. Undang-Undang Nomor 28 Ta_hun 2009 tcntang Pajak Daerah dan | 1. Minimal SMA / Sederajat
Retribusi Daerah. 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
2. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2014 tentang Izin | 3. Mampu mengoperasikan komputer
Penyelenggaraan Reklame. 4. Mampu bekerja sama dalam Tim
3. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang |5. Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan SOP

Susunan Organisasa Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin.

4. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan dan Pengelolaan Pajak Reklame.

5. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas
Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Banjarmasin.

ICETERKAITAN

ol PERAIATAN / PERLENGKAPAN

1. SOP Pembuatan SKTU
2. SOP Pembuatan IMB

1. Perangkat Komputer
2. Alat Tulis Kantor

3. Meja Kursi Petugas
4. Leman Arsup

PERINGATAN

| PENCATATAN DAN. PENDATAAN:

Apabﬂa tahapan SOP txdak dﬂaksanakan dan rekomendam teknis dltenma
tidak tepat waktu maka penyelesaian izin tidak sesuai dengan waktu yang
ditentukan.

Disimpan sebagai data elektronik dan dmrsnpkan
Dokumentasi Izin Reklame yang dikeluarkan.




PROSEDL}I\ <EMBUATAN IZIN REKLAME

Pelaksana Mutu Baka
No. Kegiatan Kasi : Tim | Kabid . | P | ekt Ket
FO Kasi KPL & Kadis |Sekretaris| Subbag |Pengambilan|  Kelengkapan | Waktu Output
Adm ) Teknis | .Jasu Sk~
Umpeg
t |Menerima dan memeriksa berkas permohonan pembuatan) Berkas permohonan |20 menit| Berkan permeohonan |1 berkas
Izin Reklume, Jika lenglap berkas diteruskan ke Has) Tidak zin Reklnme izin Reklame dan
Adm. {pemohon diberi Resi Tanda Terima berkas). Jika| (G050 Reai
tidak lengkap berkas dikembalikan ke pemohbon untuk]
dilengkapi
2 |Memverifikasi berkas  permohionan  pembuntan  fzin Berkas permohenan |20 menit| Berkas permohonan
Reklame. Jika benar diteruskan ke Kasl KPL. Jika tidak lzin Reklume Izin Reklome
benar barkaa dikembalikan ke Pemobon melalul PO - terverifikasl
3 |Menindaklanjuti hasil venfikasi berkas permohonan Berkas permobonan | 3 hari | Berkas permohanan |SOP Surat
pembuatan lzin Rekiame dengan Menugaakan Tim Tekms zin Reklume Izin Reklame Pernbuatan Surat
untuk pemerikasan lapangan. terverifikasi terveriftkanl Tugas
4 |Melaksanakan pemeriksaan lapangan, permbunton BAP, Berkag permotionan | 7 hari | Berkas dan BAP S0P Rekomendasi
dan rekomendasi  kemudian  menyamigaikan  seluruh h Izin Reklame Lapangan,
berkas dan drall Izin Reklame ke Kaai Adm untuk terverifikasi dan rekomendasi, Draft
ditindaklanjuti, Surat Tugns lzin Rekinme
5 |Memenkss draft lin Reklame Jikn benar dipnmf dan Berkas dun BAP 30 menit| Draf lzin Reklume | Perhitungsn dan
diteruskan ke Habid Jasu dan jika tidak  setuju) Lagpsngan, berparal Knsj Adm | Pernbayaran Pajak
dikemnbalikan ke Tin Teknis untuk diperbaiki 4 Ya rekomendasi, Draft oleh Ponohon
B lzin Reklams
6 |Memeriksa dmft lzin Reklame Jika setuju dipaml dan Draf Izin Reklame 30 menit| Dl kin Reklame
|menyampaikan ke Sckretaris Dinas dan fika tidak setuju Tidak ) 4 e berpam! Hasi Adm berparaf Kabid Jnsu
dikembaliknn ke Kasi Adm. }@
E:
7 |Memernk=a dmft lDn Reklame Jika setuju dipamf dan Y Draf lzin Reklame 1 hari |Dral kzin Reklame
menynmpaikan ke Hepala Dinas, jika tidak sctuju ki . berpamal Kabid Jasu berpaml Sckretaris
dikembalikan ke Kabid Jasu vi Tidak
B |Memeriksa draft lzin Reklame, Jikn setuju ditandatangani - Dl tzin Reklame 30 menit] lzin Reklame
dan menyampaikan ks JFU Subbag Umpeg dan jika tidak berparal Sckretaris
setuju dikembalikan ke Scloetans
S |Mendokumentasikan kzin Reklame dan menynmpaikan ke lzin Reklame 10 menit] lzin Reklame
Loket Pengambilan SK terdokurentisi
10 |Mencrima dan menyermhkin lzin Reklame pada Pemohon Izin Reklume 5 menit jlzin Reklame

tercdlokumenitasi dan
Resi

diterimn Permohon

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan Management Representative dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin




NOMOR SOP - SOP.JASU.001/DPMPTSP

TGL. PEMBUATAN  : 31 AGUSTUS 2018

TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DISAHKAN OLEH WALIKOTA
KOTA BANJARMASIN BANJARMASIN
BIDANG PERIZINAN JASA USAHA NAMA SOP . Pembuatan Surat Keterangan Tempat Usaha (S}\TU)
DASAR HUKUM: | : KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahu.n 2009 tentang Pajak Dacrah dan | 1. Minimal SMA / Sederajat
Retribusi Daerah. 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
2. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2013 tentang | 3. Mampu mengoperasikan komputer
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 | 4. Mampu bekerja sama dalam Tim
Tahun 2009 tentang Kewenangan dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan | 5. Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan SOP

Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin.

3. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasa Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin.

4, Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2012 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Untuk Mendapatkan Surat Keterangan Tempat
Usaha di Kota Banjarmasin.

5. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas
Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Ban_]armasm

] PERAlATAN)' PEHENGKAPAN

| & Perangkat Komputer
2. Alat Tulis Kantor

3. Meja Kursi Petugas
4. Leman AISIp

_ PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENBATAAN

-Apablla tahapan SOP tJdak dllaksanakan dengan baik maka akan
berdampak pada waktu penyelesaian.

Disimpan sebag.':u data clek!romk dan duamxpkan

Dokumentasi SKTU yang dikeluarkan.
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PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANJARMASIN

BIDANG PERIZINAN JASA USAHA

NOMOR SOP - SOP.JASU.002/DPMPTSP

TGL. PEMBUATAN  : 31 AGUSTUS 2018

TGL. REVISI

TGL, EFEKTIF

DISAHKAN OLEH WALI KOTA
BANJARMASIN

NAMA SOP :  Pembuatan Izin Penerjemah

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

2. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7
Tahun 2009 tentang Kewenangan dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin.

3. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasa Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin.,

4. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2012 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Untuk Mendapatkan Surat Keterangan Tempat
Usaha di Kota Banjarmasin.

5. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas
Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Minimal SMA / Sederajat

Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Mampu mengoperasikan komputer

Mampu bekerja sama dalam Tim

Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan SOP

GRG0 =

Kota Ban_]armasm
KE‘I’ERKAITAN '

| PERALATAN/ PERLENGKAPAN;

1 SOP Pembuatan SKTU

1. Perangkat Komputer
2. Alat Tulis Kantor

3. Meja Kursi Petugas
4. Lemari Ar51p

PERINGATAN:

j }?PENCATATAN DAN. PENDATAAN

Apabﬂa tahapan SOP Udak dﬂaksanakan dcngan hauk maka akan
berdampak pada waktu penyelesaian.

- IDls:mpan sebagai data elektronik dan dlarmpkan

Dokumentasi Izin Penerjemah yang dikeluarkan.
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NOMOR SOP SOP.JASU.003/DPMPTSP
TGL. PEMBUATAN 31 AGUSTUS 2018
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DISAHKAN OLEH WALIKOTA
KOTA BANJARMASIN BANJARMASIN
BIDANG PERIZINAN JASA USAHA NAMA SOP Pembuatan Surat Izin Usaha Perdaganna:n (SIUP)
DASAR HUKUM: S SRR SR | KUALIFIKASIPELAKSANA: "
) Undang—Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pa_]ak Daerah dan 1. Minimal SMA / Sederajat
Retribusi Daerah 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
2. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 06 Tahun 2003 tentang | 3. Mampu mengoperasikan komputer
Ketentuan Pemberian SIUP 4, Mampu bekerja sama dalam Tim
3. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang | 5. Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan SOP

Susunan Organisasa Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin.

4. Permendag Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Permendag Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan
SIUP.

5. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas
Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Banjarmasin.

“1. SOP Pembuatan SKTU

1. Perangkat Komputer -

2. Alat Tulis Kantor
3. Meja Kursi Petugas
4. Lemari Arsip

| PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabﬂa tahapan SOP tzdak dﬂaksanakan dcngan baJk maka akan
berdampak pada waktu penyelesaian.

Dlsnnpan sebagal data elektronik dan dlar51pkan.
Dokumentasi SIUP yang dikeluarkan.
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PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANJARMASIN

BIDANG PERIZINAN JASA USAHA

NOMOR SOP : SOP.JASU.004/DPMPTSP
TGL. PEMBUATAN  : 31 AGUSTUS 2018
TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

) WALIKOTA
DISAHKAN OLEH
BANJARMASIN

NAMA SOP : Pembuatan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

BASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wa_]lb Daftar Perusahaan.

2. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasa Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin.

3. Permendag Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan
Pendaftaran Perusahaan

4. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas
Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Banjarmasin.

Minimal SMA / Sederajat

Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Mampu mengoperasikan komputer

Mampu bekerja sama dalam Tim

Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan SOP

A

| :PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

KE‘I‘ERKAITAN _
1. SOP Pembuatan SKTU 1. Perangkat Komputer
2. SOP Pembuatan SIUP 2. Alat Tulis Kantor
3. SOP Pembuatan [UJK 3. Meja Kursi Petugas
4. SOP Pembuatan IUMEIK 4. Lemari Arsip
5. SOP Pembuatan IUI

 PERINGATAN:

. | PENCATATAN DAN PENDATAAN; -

“Apabila tahapan SOP tidak dilaksanakan dcnga_n “Baflc, maks akan
berdampak pada waktu penyelesaian,

stmpan scbaga1 data elektronik dan dlamlpkan
Dokumentasi TDP yang dikeluarkan.
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SOP.JASU.005/DPMPTSP

NOMOR SOP
TGL. PEMBUATAN 31 AGUSTUS 2018
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DISAHK AN OLEH WALIKOTA
KOTA BANJARMASIN BANJARMASIN
BIDANG PERIZINAN JASA USAHA NAMA SOP Pembuatan Tanda Daftar Industri (TDI)
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA: St
1. Undang—Undang Nomor 3 Tahun 2014 tcnta.ng Pcnndustnan 1. Minimal SMA / Sederajat
2. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri | 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
3. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang | 3. Mampu mengoperasikan komputer
Susunan Organisasa Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin. 4. Mampu bekerja sama dalam Tim
4, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 81/M-IND/PER/10/2014 tentang | 5. Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan SOP

Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-
IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha
Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.

5. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2003 tentang
Pengaturan Pemberian Izin Bidang Industri dan Kawasan Industri.

6. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas
Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Banjarmasin.

KETERKAITAN

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

l SOP Pembuatan SKTU
2. SOP Pembuatan Izin Gangguan / HO

1. Pcrangkat Komputer 3 Meja Kursi P'etugas'
2. Alat Tulis Kantor 4. Lemari Arsip

PERINGATAN

| PENCATATAN DAN PENDA’L‘AAN

Apablla tahapan SOP udak dﬂaksanakan dan rekomenda31 tckms diterima
tidak tepat waktu maka penyelesaian izin tidak sesuai dengan waktu yang
ditentukan.

Dlsmlpan sebagai data elektronlk dan diéu‘S:pkan
Dokumentasi TDI yang dikeluarkan.
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PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANJARMASIN

BIDANG PERIZINAN JASA USAHA

NOMOR SOP : SOP.JASU.007/DPMPTSP

TGL. PEMBUATAN @ 31 AGUSTUS 2018

TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
WALIKOTA
DISAHKAN OLEH
BANJARMASIN

NAMA SOP :  Pembuatan Tanda Daftar Gudang (TDG)

DASAR HUKUM:

| KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pergudangan.

2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang
Penataan dan Pembinaan Gudang.

3. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2009 tentang Biaya
Administrasi Penyelenggaraan Tanda Daftar Gudang dan Surat
Keterangan Tempat Penyimpanan Barang.

4. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 tentang RTRW
5. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasa Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin.

6. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas
Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Minimal SMA / Sederajat

Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Mampu mengoperasikan komputer

Mampu bekerja sama dalam Tim

Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan SOP

AR

Kota Banjgmasm _
KETERKAI‘I‘AN

.| PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

1. SOP Pembuatan SK’I‘U
2. SOP Pembuatan SIUP
3. SOP Pembuatan TDP
4, SOP Pembuatan IMB

1. Perangkat Komputer
2. Alat Tulis Kantor

3. M¢ja Kursi Petugas
4. Lemari Arsip

; PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila tahapan SOP udak dﬂaksaua.kan dan rekomendasn teknis dltemna
tidak tepat waktu maka penyelesaian izin tidak sesuai dengan waktu yang
ditentukan.

Dlslmpan sebagai data elektronik dan dlarmpkan
Dokumentasi TDG yang dikeluarkan.
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NOMOR SOP . SOP.JASU.008/DPMPTSP

TGL. PEMBUATAN  : 31 AGUSTUS 2018

TGL. REVISI
_ TGL. EFEKTIF
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DISAHK-AN OLEH WALI KOTA
KOTA BANJARMASIN BANJARMASIN
BIDANG PERIZINAN JASA USAHA NAMA SOP . Pembuatan Izin Toko Obat (ITO)
DASAR HUKUM: ' KUALIFIKASI PELAKSANA: s A S et
1. Undang-Undang Nomor S Tahun 1997 tentang Psikotropika. 1 Minimal SMA / Sederajat
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 3. Mampu mengoperasikan komputer
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, | 4. Mampu bekerja sama dalam Tim
Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan | 5. Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan SOP

Prekursor Farmasi

5. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasa Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin.

6. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas
Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Banjarmasin.

_ | PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

1. SOP Pembuata_n SKTU

1. Perangkat Komputer
2. Alat Tulis Kantor

3. Meja Kursi Petugas
4, Lemari Arsip

i PDNCATATAN DAN PENDATAAN

Apabﬂa tahapan SOP tJdak dllaksanakan dan rekomendam tekms d1tcn.ma
tidak tepat waktu maka penyelesaian izin tidak sesuai dengan waktu yang
ditentukan.

Disimpan sebagai data elektronik dan dmrsxpkan |
Dokumentasi ITO yang dikeluarkan.
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( (
PROSEDUR PEMBUATAN IZIN PEMASANGAN SPANDUK, UMBUL-UMBUL, BANNER
Pelaksana Mutu Baku
g Petugas
No. Ke : = Ket
Eiafan FO 'l‘un' Pemungut Kelengkapan |Waktu| Output
Teknis :
Pajak
I |Menerima dan memeriksa formulir permohonan Formulir 5 Menit |Formulir
pembuatan Izin Pemasangan Spanduk, Umbul-Umbul, Permohonan lzin Permohonan
Banner. Jika lengkap berkas diteruskan ke Tim Teknis Pemasangan Izin
Jika tidak lengkap berkas dikembalikan ke pemochon Spanduk, Umbul- Pemasangan
untuk dilengkapi Umbul, Banner Spanduk,
Umbul-
Umbul,
Banner
2 |Memverifikasi formulir permohonan pembuatan Izin Formulir 10 Menit|Formulir
Pemasangan Spanduk, Umbul-Umbul, Banner. Jika benar S Permohonan lzin Permochonan
diteruskan ke Petugas Permungut Pajak untuk menghitung @ Pemasangan Izin
biaya Pajak. Jika tidak benar dikembalikan ke Pemohon Spanduk, Umbul- Pemasangan
melalui FO Umbul, Banner Spanduk,
Umbul-
Umbul,
Banner
terverifikasi
3 |Menghitung pajak dan mencetak surat ketetapan pajak Formulir 10 Menit|Surat Pemchon
daerah (SKPD) dan menyampaikan pemohon untuk i Permchonan Izin Ketetapan untuk
menyetorkan pajak tersebut ke Payment Point Bank Kalsel @ Pemasangan Pajak Daerah |menyetorkan
yang berada di DPMPTSP Spanduk, Umbul- pajak
Umbul, Banner tersebut ke
terverifikasi Payment
Point Bank
Kalsel yang
berada di
DPMPTSP
dan
menyampaik
annya
kembali ke
Petugas
Pemungut
Pajak

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan Management Representative dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin
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NOMOR SOP SOP.JASU.017/DPMPTSP
TGL. Pi:ZMBUATAN 31 AGUSTUS 2018 |
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DISAHKAN OLEH WALI KOTA
KOTA BANJARMASIN BANJARMASIN
BIDANG PERIZINAN JASA USAHA NAMA SOP Pembuatan Izin Penyelenggaraan Puskesmas
DASARHUKUM: . e _ KUALIFIKASI PELAKSANA: '
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 1. Minimal SMA / Sederajat
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan | 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Retribusi Daerah. 3. Mampu mengoperasikan komputer
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 4. Mampu bekerja sama dalam Tim
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan | 5. Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan SOP
Jaminan Sosial.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 20019
tentang Kefarmasian.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012
tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
9, Permenkes No. 1464/Menkes/PER/X/2010 tentang Izin dan
Penyelenggaraan Praktik Bidan.
10. Permenkes  No. HK.02.02/Menkes/148/1/2010  tentang  Izin
Penyelenggaraan Praktik Perawat sebagaimana telah diubah dengan
Permenkes Nomor 17 Tahun 2013.
11. Permenkes No. 2052/Menkes/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan
Penyelenggaraan Praktik Kedokteran.
12, Permenkes Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada
Jaminan Kesehatan Nasional.
13. Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 17 Tahun 2013 tentang

Perubahan Kedua atas Perda Kota Banjarmasin No. 7 Tahun 2009




15.

16.

17.

tentang Kewengan dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan Satu Pintu.
Peraturan Walikota Banjarmasin No. 32 Tahun 2016 tentang Izin
Penyelenggaraan PUSKESMAS di Kota Banjarmasin.

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasa Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin.
Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas
Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kota Banjarmasin.

-

KETERKAITAN

PERAIATAN / PERLENGKAPAN

1. SOP Pembuatan SKTU

1. Perangkat Komputer
2. Alat Tulis Kantor

3. Meja Kursi Petugas
4, Lemari Arsip

PERIN GATAN

| PENCATATAN DAN PENDATAAN: R ke =

Apabﬂa tahapau SOP tldak dﬂaksanakan dan rekomenda31 teknis dltcnma
tidak tepat waktu maka penyelesaian izin tidak sesuai dengan waktu yang

ditentukan.

Disimpan scbagal data elektronik dan d;arsnpkan
Dokumentasi Izin Penyelenggaraan Puskesmas yang dikeluarkan.
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NOMOR SOP SOP.JASU.018/DPMPTSP
TGL. PEMBUATAN 31 AGUSTUS 2018
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DISAHKAN OLEH WALIKOTA
KOTA BANJARMASIN BANJARMASIN
BIDANG PERIZINAN JASA USAHA NAMA SOP Pembuatan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK]
'DASAR HUKUM: R ' KUALIFIKASI PELAKSANA: | -
1. Peraturan Menteri Peker_]aan Umum Nomor 4 Tahun 2011 tenta.ng 1. Minimal SMA / Sedcrajat
Pedoman, Persyaratan Pemberian IUJK Nasional. 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 8 Tahun 2011 tentang | 3. Mampu mengoperasikan komputer
Pembagian Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi. 4. Mampu bekerja sama dalam Tim
3. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 30 Tahun 2012 tentang | 5. Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan SOP

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun
2010 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.

4. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasa Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin.

5. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas
Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Banjarmasm

KETERKA]TAN

1 SOP Pembuatan SKTU
2. SOP Pembuatan TDP

1. Perangkat Komputer
2. Alat Tulis Kantor

3. Meja Kursi Petugas
4. Lemari Ar51p

PERINGATAN

| PEN CA'I‘ATAN DAN PENDATAAN

Apabﬂa tahapan SOP tldak dllaksanakan dan rekomcndaSL tekms dltcnma
tidak tepat waktu maka penyelesaian izin tidak sesuai dengan waktu yang
ditentukan.

Disimpan sebagai data elckt:romk dan djarmpkan -
Dokumentasi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang dikeluarkan.
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| NOMOR S(SI’ : SOP.JASU.019/DPMPTSP
TGL. PEMBUATAN  : 31 AGUSTUS 2018

TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DISAHKAN OLEH - WALIKOTA
KOTA BANJARMASIN BANJARMASIN
BIDANG PERIZINAN JASA USAHA NAMA SOP . Usaha Daya Tarik Wisata
DASAR HUKUM - el 2 o il a0 ' | KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang—Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepanwxsataan 1. Minimal SMA / Sederajai.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan | 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Kepariwisataan. 3. Mampu mengoperasikan komputer
3. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 | 4. Mampu bekerja sama dalam Tim
tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata. 5. Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan SOP

4. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tanda
Daftar Usaha Pariwisata.

5. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Banjarmasin.

KETERKAITAN: . = | PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

1. SOP Pengcndahan Ar31p 1. Perangkat Komputer 4 Janngan lntemet
2. Alat Tulis Kantor 5. Meja Kursi Petugas
3. Tab/ Smartphone 6. Lemari Arsip

S PERINGATAN=SENAE A o ek O | PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apablla tahapa.n SOP tldak dﬂaksa.nakan dcngan balk maka akan DISImpan sebagal data elektronik dan dlarSkaan B
berdampak pada waktu penyelesaian. Dokumentasi [zin Usaha Daya Tarik Wisata yang dikeluarkan.
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PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANJARMASIN

| NOMOR SOP

SOP.JASU.020/DPMPTSP

TGL. PEMBUATAN 31 AGUSTUS 2018

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

WALIKOTA
BANJARMASIN

DISAHKAN OLEH

BIDANG PERIZINAN JASA USAHA NAMA SOP Usaha Kawasan Pariwisata
DASAR HUKUM: s | . KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 10 ’I‘ahun 2009 tentang Kepanmsataan 1. Minimal SMA / Sederajat
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan | 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Kepariwisataan. 3. Mampu mengoperasikan komputer
3. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 | 4. Mampu bekerja sama dalam Tim
tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata. 5. Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan SOP

4. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tanda
Daftar Usaha Pariwisata.

5. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Banjarmasin.

KETERKAITAN At fPERALATAN/ PERLENGKAPAN e aes o
1. SOP Pengendahan Ar51p 1. Perangkat Komputer 4. Jaringan Internet
2. Alat Tulis Kantor 5. Meja Kursi Petugas
3. Tab/ Smartphone 6. Lemari Arsip
PDRIN GATAN A PENCATA’I‘AN DAN PENDATAAN

Apabﬂa tahapan SOP tldak dﬂaksanakan dengan beuk maka akan
berdampak pada waktu penyelesaian.

Disimpan sebagm data elektronik da.n dlarsmkan
Dokumentasi Izin Usaha Kawasan Pariwisata yang dikeluarkan.
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NOMOR SOP : SOP.JASU.022/DPMPTSP

TGL. PEMBUATAN : 31 AGUSTUS 2018

TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DISAHKAN OLEH - WALIKOTA
KOTA BANJARMASIN BANJARMASIN
BIDANG PERIZINAN JASA USAHA NAMA SOP :  Usaha Jasa Perjalanan Wisata
'DASAR HUKUM: | | NG | KUALIFIKASI PELAKSANA: '

Minimal SMA / Sederajat

Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Mampu mengoperasikan komputer

Mampu bekerja sama dalam Tim

Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan SOP

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepanmsataan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan
Kepariwisataan.

3. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

4. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tanda
Daftar Usaha Pariwisata.

5. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Banjarmasin.

G s W -~

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

1. SOP Pengendahan Ar31p 1. Perangkat Komputer 4, Jaringan Internet
2. Alat Tulis Kantor 5. Meja Kursi Petugas
3. Tab/ Smartphone 6. Lemari Arsip

DERINGATAN: . i 0 e T PENGATATAN DANBENDATARN el 0 B Tl

Apabila tahapa.n SOP udak dﬂaksanakan dengan balk maka akan Disimpan scbagal data elektronik dan dlar31pkan
berdampak pada waktu penyelesaian. Dokumentasi Izin Usaha Jasa Perjalanan Wisata yang dikeluarkan.




ujseuLefueg €103 MUd NIES NPEdia) urueke[ag UED [EROKY UELITURLI SEUIQ Feday uep 3l doy wowadruew venfnyasod edue) | uawnyop usyepueS3uow nme uep yeqnluaw Buzselig
=
TS| WL uwp IRUARnTeR |
wrsy rrunviiag ey, trueeinag @ uotomag eped wrsim
EE R W WS g il Ml I R i FERP wipEsn) ump urgyEsdusn v ot
INEEESHORT,
wrey treuvprag we Teirag ﬂ = As AJ 3R] 3 g £ vy
TRV WYVe) UEp|  suD 9 VIR WY U wEHm g veep vy L g [
WLARAINDE
sumasgg jriwlog 0 uwiiuquagp nime Jepn wof uep Sxdon Ivqgng
R p——— v uvur(e(ag e et Mo b
RO WEI) WE) | U op | ewep e o jes) Al wesy uvuneiag wrep wen e yeap resmesn| 8
LY
sunmAnig pusdisg fwvp pravy jesvdioq Iv& abicy wOQ PGV S SEHTOGEEP N{ee AEp
TyEsy sy vy, veueeliag | r el weng ey o umgreduredus vwp Juedp nings
WEN[ wwR) U] Jeig |  HUSRS of = wyTE) U] ekl wir ey verepelog sesp viesn) 0e] Qeip veosuse | L
v
navp prqwy purdiog gy vy juamedeaq | TEPY [ Y DEEEGEIP nimee ypn e i
wIT UNuviag mesy, unueelag | A ¥RV ) c uwp peawhp e
e wER( U e | wuss of | ewer egen ump e Wi sy, uviseay wnp Tvsn v gep veumsn| o
e UmUTEfsay A
e wive e ] w¥mi
wpy ey jravdiog BT R TRl X PR Tt SN L WL S USSR Al geen
ey oy ‘uwlirediny wl uep neep provy 9y weenp tep uredm e
wrer wE U g Ly | JVE] Uwp svion W[ e TV WO WIS U JRIP SR ) S
sy taeiiag | svilng L
RN v Ui NG U PDIIaALR @ PAUTTEPURIP YTIUN WY RV
Ywg rpuaoya e el 3 ey uTuRndag v SR U YRIp URp fnleg
[EvpLaD oL “uviuwdey bl ek L TR yrueny fredued] 1 I o1 uvp
dos| dviuvpeoningl uwye Lot Ginges) vd ¥
(L= HEEETEY LLEZi RS
wwing yeng el uvuepelag wwE s B - ‘ewdued wessusmad FIRUN SaL, U, ureinusg
MR [ Wy uE L M) W A : Buop wwsiy veaepelog eeep wgess win ﬂ-..qza:.u.._
Tung Jos|  uruogoutsd e | B uwogourad swniiv] ﬂ pwuotomsd g ey vy nnj T
mgyLaAn . ‘O s
ey uwupelag eS| mefiag e I R e e L I U I e = B
TR WHER[) U] R W) ] [y W U Svus eq0 e Ueieiig e
uruoronia] ewyaog|  numo of uvuoyoaniad smig wijreny U uemnged vruotpouusd swjiag vy | 2
Idngusgp yruun useasad oy
el L dexiizg qepn ap fomgq g vpumy s
e R L L T Een ) uwam g AP paqep totgorisd) apy reey 3% teERIp s_._ua s
L _....n._au_.qﬂ LT T T ] g ) T WP My uvurelag eeRp wgesn uE) dmumgued
ey LY § oy oL OF nrense ot Wiy - o] v engaaioor  uwp  mugeuei| |
; b ; : Hi Yaduin O oneep v
ndin fo{dungo) mauduag ; nnar sjpu ; AL v TN ey | mpy gEey ¢
o 0 AT M f | dnqqng L s =S i ] P SuUNaL Wil PV 0 to31 i
m{eH mn bedibdod bl b §

VLVSIM NVYNYTVIH3d VSYT VHYSN NIZI NVLVYN8W3Ad Y¥NA3sodd

)




NOMOR SOP SOP.JASU.023/DPMPTSP
TGL. PEMBUATAN 31 AGUSTUS 2018
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DISAHK AN OLEH WALI KOTA
KOTA BANJARMASIN BANJARMASIN
BIDANG PERIZINAN JASA USAHA NAMA SOP Usaha Jasa Makanan dan Minuman
DASAR HUKUM: _ e KUALIFIKASI PELAKSANA:
L. Undang—Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. 1. Minimal SMA / Sederajat
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan | 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan vang berlaku
Kepariwisataan. 3. Mampu mengoperasikan komputer
3. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 | 4. Mampu bekerja sama dalam Tim
5. Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan SOP

tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

4. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tanda
Daftar Usaha Pariwisata.

5. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Banjarmasin.

KETERKAITAN

| PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. SOP Pcngendahan Ars1p

4. Jaringén Internet
5. Meja Kursi Petugas
6. Lemari Arsip

1. Perangkat Komputer
2. Alat Tulis Kantor
3. Tab/ Smartphone

PERINGATAN

PEN CATATAN DAN PEN DATAAN

Apabila tahapan SOP tldak dllaksanakan dcnga.n ba.lk maka akan
berdampak pada waktu penyelesaian.

.DlSmeaIl sebagai data elektronik dan dlarsxpkan

Dokumentasi Izin Usaha Jasa Makanan dan Minuman

dikeluarkan.
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PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANJARMASIN

BIDANG PERIZINAN JASA USAHA

NOMOR SOP . SOP.JASU.024/DPMPTSP

TGL. PEMBUATAN  : 31 AGUSTUS 2018

TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
o WALIKOTA
DISAHKAN OLEH
BANJARMASIN

NAMA SOP . Usaha Pcnyedlaan Akomodasi

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepanmsataan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan
Kepariwisataan.

3. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

4, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tanda
Daftar Usaha Pariwisata.

5. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Banjarmasin.

Minimal SMA / Sederajat

Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Mampu mengoperasikan komputer

Mampu bekerja sama dalam Tim

Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan SOP

G h LD

KETERKA]TAN -PERALATAN / PERLENGKAPAN LA
~ SOP Pengendahan Ars1p 1. Perangkat Komputer 4 Jarmgan Intemct
2. Alat Tulis Kantor 5. Meja Kursi Petugas
3. Tab/ Smartphone 6. Lemari Arsip
 PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN: .
Disimpan scbagal data elektronik dan cbarmpkan

Apablla tahapa.n SOP tldak dxlaksanakan dengan ba.lk maka akan
berdampak pada waktu penyelesaian,

Dokumentasi Izin Usaha Penyediaan Akomodasi yang dikeluarkan.
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| NOMOR soP

4, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tanda
Daftar Usaha Pariwisata.

5. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Banjarmasin.

SOP.JASU.025/DPMPTSP
TGL. PEMBUATAN 31 AGUSTUS 2018
TGL. REVISI
: TGL. EFEKTIF
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DISAHKAN OLEH WALIKOTA
KOTA BANJARMASIN BANJARMASIN
BIDANG PERIZINAN JASA USAHA NAMA SOP Cgaka Penjelenggarans Kepiatan: Eiinieal dan
Rekrcam
DASARHUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA '
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang chanmsataan 1. Minimal SMA / Scderajat
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan | 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Kepariwisataan. 3. Mampu mengoperasikan komputer
3. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 | 4. Mampu bekerja sama dalam Tim
tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata. 5. Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan SOP

KETERKAITAN

_ PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. SOP Pengcndahan Arsxp

4 Jarmgan Intemet
5. Meja Kursi Petugas
6. Lemari Arsip

1. Pera_ugkat Komputcr
2. Alat Tulis Kantor
3. Tab/ Smartphone

PERINGATAN

PENGATATAN DAN PENDATAAN

Apabila tahapan SOP udak dﬂaksanakan dengan balk “maka akan
berdampak pada waktu penyelesaian.

Dlsmpan sebagai data elektronik dan diarsipkan.
Dokumentasi Izin Usaha Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan
dan Rekreasi yang dikeluarkan.
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PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANJARMASIN

NOMOR SOP SOP.JASU.026/DPMPTSP
TGL. PEMBUATAN : 31 AGUSTUS 2018
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
WALIKOTA
DISAHKAN OLEH
BANJARMASIN

Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan

BIDANG PERIZINAN JASA USAHA | NAMA SOP Insentif, Konferen 31 dan P ameran
DASAR HUKUM: . & KUALIFIKASI PELAKSANA : :
1. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tcntang Kepanmsataan 1. Minimal SMA / Sedemjat
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penvelenggaraan | 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Kepariwisataan. 3. Mampu mengoperasikan komputer
3. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 | 4. Mampu bekerja sama dalam Tim
tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata. 5. Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan SOP

4. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tanda
Daftar Usaha Pariwisata.

5. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Banjarmasin.

KE'I‘ERKAITAN o ,PERALATANX PERLENGKAPAN R

1. SOP Pengendahan Arsnp 1. Perangkat Komputer 4 Janngan Internet
2. Alat Tulis Kantor 5. Meja Kursi Petugas
3. Tab/ Smartphone 6. Lemari Arsip

- PERINGATAN: | PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Dlslmpan sebaga.l data elektronik dan dlars1pkan

Apabﬂa tahapaﬁ SOP Udak dllaksanakan dengan balk maka akan
berdampak pada waktu penyelesaian.

Dokumentasi Izin Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan
Insentif, Konferensi, dan Pameran yang dikeluarkan.
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PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR SOP SOP.JASU.027/DPMPTSP
TGL. PEMBUATAN 31 AGUSTUS 2018
TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DISAHKAN OLEH WA'LI KOTA
KOTA BANJARMASIN BANJARMASIN
BIDANG PERIZINAN JASA USAHA NAMA SOP Usaha Jasa Informasi Pariwisata
 DASAR HUKUM: oA | KUALIFIKASI PELAKSANA: i '
1. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tﬁntang Kepanmsataan 1. Minimal SMA / Sedera_]at
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan | 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Kepariwisataan. 3. Mampu mengoperasikan komputer
3. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 | 4. Mampu bekerja sama dalam Tim
tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata. 5. Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan SOP

4. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tanda
Daftar Usaha Pariwisata.

5. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Banjarmasin.

| PERALATAN/ PERLENGKAPAN:'

1. ”SOP Pcngcndallan Arsxp

4. Jaringan Internet
5. Meja Kursi Petugas
6. Lemari Arsip

1. Perangkat Komputcr
2. Alat Tulis Kantor
3. Tab/ Smartphone

PERINGATAN

- | PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apablla tahapa.n SOP tldak dﬂaksana.kan dengan bsuk maka akan
berdampak pada waktu penyelesaian.

'Dlsunpan sebagai data elektronik dan dJars1pkan

Dokumentasi Izin Usaha Jasa Informasi Pariwisata yang dikeluarkan.
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NOMOR SOP . SOP.JASU.028/DPMPTSP
TGL. PEMBUATAN  ; 3l AGUSTUS 2018
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DISAHKAN OLEH : WALI KOTA
KOTA BANJARMASIN BANJARMASIN
BIDANG PERIZINAN JASA USAHA NAMA SOP : Usaha Jasa Konsultan Pariwisata
_DASARHUKUM: GRS R | KUALIFIKASI PELAKSANA: A
1. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tcnmng Kepanw1sataan 1. Minimal SMA / Sederajat
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan | 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Kepariwisataan. 3. Mampu mengoperasikan komputer
3. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 | 4. Mampu bekerja sama dalam Tim
5. Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan SOP

tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

4. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tanda
Daftar Usaha Pariwisata.

5. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Banjarmasin.

I SOP Pcngendahan Arsxp i, Perangkat Komputer 4. Jaringan Internet
2. Alat Tulis Kantor 5. Meja Kursi Petugas
3. Tab/ Smartphone 6. Lemari Arsip
PERINGATAN: .| PENCATATAN DAN PENDATAAN: ;

Apabﬂa tahapan SOP tld&k dﬂaksa.nakan dengan bauk maka akan Disimpan sebagai data elektronik dan dlal'Slpka.l'l
berdampak pada waktu penyelesaian. Dokumentasi Izin Usaha Jasa Konsultan Pariwisata yang dikeluarkan.
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NOMOR SOP . SOP.JASU.029/DPMPTSP
TGL. PEMBUATAN : 31 AGUSTUS 2018

TGL. REVISI
 Epe TGL. EFEKTIF :
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DISAHKAN OLEH WALIKOTA
KOTA BANJARMASIN BANJARMASIN
BIDANG PERIZINAN JASA USAHA NAMA SOP : Usaha Jasa Pramuwisata
_ : il el gl S KUAL]F]KASI PELAKSANA

1. Undang—Unda.ng Nonmr 10 Tahun 2009 tentang Kepanmsataan 1. Minimal SMA / Sedcrajat
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan | 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Kepariwisataan. 3. Mampu mengoperasikan komputer
3. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 | 4. Mampu bekerja sama dalam Tim

tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata. 5. Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan SOP

4. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tanda
Daftar Usaha Pariwisata.

5. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Banjarmasin.

i.HSOP Pengendahan Ar31p - - -1. PerangkatKomputer 4 Jann' gan Iﬁtehiet
2. Alat Tulis Kantor 5. Meja Kursi Petugas
3. Tab/ Smartphone 6. Lemari Arsip

Apablla tahapan SOP tldak dﬂaksanakan dengan baJk maka akan ' Dlsunpan sebaga.l data clektmmk dan dlarmpkan
berdampak pada waktu penyelesaian. Dokumentasi Izin Usaha Jasa Pramuwisata yang dikeluarkan.




PROSEDUR PEMBUATAN IZIN USAHA JASA PRAMUWISATA

(

Peolaksann Mutu Balu
Ko, Kegintan N ol Kabi 3 : subl Loket Kot
KasiAdm | KesikPL | Tim Teknis| Fobid Radis | Sekretaris D42 | pergambis Kelengkag Waktu Output
: Jasu Umpeg 8K

1 [Menerima dan  memerikss  betkas  pesmohonun - Berkas penmotionan 20 menit |Berkas pernohonan  [Penerbitan Ixn
pembuatan lzin Ueaha Jasn Pramuwisata, Jika-lengkap Ixin Usaha Jasa lzin Usahn Jasa maksimal T
berkas diteruskan ke Kami Adm. [pemohon diberi Resl Tidak Pramuwisata Pramuwisats dan Rexi |bhar
Tanda Terima berkas), Jika tdak  jenghap  berkas)

Y ke p untuk di |

2 |Memverifikasi berkas permohonan pembuatan lrin Usaba Berkan pormohonen 20 menit  |Berkas p
Josa Pramuwisata. Jikn benar diteruskan ke Kasi KPL. lein Usaha Jasa Izin Usahn Jasa
Jika  tdak benar berkas dikembaBkan k= Penohon Pramuwisata Pramuwinata
melalui FO. terverifilanl

-

3 |Menindakdanjuti hasil werifikoei berkas  permohon @ Berkas permahionan 2 han Berkas permohonan.  |S0OF Surat
pembustan Tzn  Usshs: Jass Pramuwisata dengan Ya Tain Ysaha Jasa lzin Usaha Jasa Prmbrmtan
| Menugaskan Tim Teknls untuk perseriksaan lapangan. Pragmwizata Pramuwisita Surat Tugas

terverifiicast terverifikant

4 ; kan f [ [ BAP,| Berkas permohonar 3 hari  |Berkas dan BAP SOF
dan $ dasi el il seluruh 1zl Usaha Jasa Lapangan, | Fekomendnsi
berkas dan drafl |zin Usaha Jasa Pramuwizats ke Kaal L 4 Pramuwisata rekomendsal, Draft
Adm untuk ditindaklanjuti. % terverifikasi dan Surat fzin Usaha Jasa

4 Tugas Pramuwisata

5 |Memeriksa draft Izin Usaha Jasa Premuwisata. Jika | Berican dan BAP 1 han Dl lzin UsahaJasa
tenar diparaf dan diteruskan ke Eabd Jasu dan jika Lapangan, Pramuwisata berparal
tidak setuju dikembalikan ke Tim Teknis untuk diperbatkd X Tidak rekomendasi, Draft Kasi Adm

r =15 {zin Ugaha Jnea
Pramuwisats

6 it dralt Izin Usahz Jasa Pramuwisata, Jika Draf lgin Usaha Jass 30 menit  [Draf [zin Usaha Jasa
setufut ciparaf dan fawikan Je= Sek s Thnas Ya Pramuwisata berparal Pranuwisats berpars!
dan fikn tidak setiju dikembalikan ke Kasl Adm. Kaal Adm Kabid Jasu

-~

7 [Momesikes drsft Izin Usabs Jasza Pramuwizata. Jika Diraf liin Usaha Jaza 30 menit | Dwafl [ain Usaha Jasa
setuju dipamf dan menyampaikan ke Kepala Dinas, jka Pramuwisata berparal Pramuwisaty berparal
ticdale setitju ditembalilan ke Kabid Jasu Tidak - S Kabid Jasu ISckretaria

Ya

5. | rik draft [zin Usahs Jasz Pramuwisata, Jika Oraf lain Ugahs Jass 30 menit | Lein Usahin Jasa

setitju  ditand, ganl dan ik ke JFU Tidak Pramuwisata berparaf Pramuwizatn
& Umpeg dan fika tidsk sctuju dikembalikan ke Sekretaris

9 |Mendokumentasikan ldn Usaha Jasa Pramuwisata dan ILzin Usaha Jasa 10 menit  |l=n Usaha Jasa

yampaikan ke Loket Pengambilan SK F igat | Pramuwizata
| terdokumentasi

10 dan yerahk Izin Usaha Jasa lzin Usaha Josa Smenlt |izin Usaha Jasa
Pramusrisata pads Pemohon E@ Pramuwissita Pramuwisata diterima

terdokumentasi dan Pemohon

Resi

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen Ini tanpa persetujuan Management Representative dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin




PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR SOP SOP.JASU.030/DPMPTSP
TGL. PEMBUATAN 31 AGUSTUS 2018

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DISAHKAN OLEH WALIKOTA
KOTA BANJARMASIN BANJARMASIN
BIDANG PERIZINAN JASA USAHA NAMA SOP Usaha Wisata Tirta
DASAR HUKU?M e SR S 4 0 KUALIF[KASI PELﬂKSANA

1. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepanmsataan 1. Minimal SMA / Sederajat
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan | 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Kepariwisataan. 3. Mampu mengoperasikan komputer
3. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 | 4. Mampu bekerja sama dalam Tim

tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata. 5. Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan SOP

4, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tanda

Daftar Usaha Pariwisata.

5. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kota Banjarmasin.

| 1 'Peréﬁgkat Kor;lputér 4. Jarmgan Internet
2. Alat Tulis Kantor
3. Tab/ Smartphone

5. Meja Kursi Petugas
6. Lemari Arsip

Apablla '_taha'- pan SbP ndak dﬂaksanakan -dehgah bauk, 'ma'ka' akan

berdampak pada waktu penyelesaian.

D.Ismpan sebagal data elektronlk.da.n dlarmpkan
Dokumentasi Izin Usaha Daya Tarik Wisata yang dikeluarkan.
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NOMOR SOP SOP.JASU.031/DPMPTSP
TGL. PEMBUATAN 31 AGUSTUS 2018
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DISAHKAN OLEH WALIKOTA
KOTA BANJARMASIN BANJARMASIN
BIDANG PERIZINAN JASA USAHA NAMA SOP Usaha Spa dan Salon Kecantikan
DASAR HUKUM: i -  KUALIFIKASI PELAKSANA: ' s
1. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepanmsataan 1. Minimal SMA / Sederajat
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan | 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Kepariwisataan. 3. Mampu mengoperasikan komputer
3. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 | 4. Mampu bekerja sama dalam Tim
tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata. 5. Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan SOP

4. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tanda
Daftar Usaha Pariwisata.

S. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Banjarmasin.

I. SOP Pengendalian Arsip

1. Perangkat Komputer

4. Jaringan Internet
5. Meja Kursi Petugas
6. Lemari Arsip

2. Alat Tulis Kantor
3. Tab/ Smartphone

PERIN GATAN

'DAN PENDATAAN

Apablla tahapan SOP tldak dﬂaksanakan dengan balk maka akan
berdampak pada waktu penyelesaian.

: Dlslmpan scba.gal data elektronik dan marslpkan

Dokumentasi Izin Usaha Spa dan Salon Kecantikan yang dikeluarkan.
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PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANJARMASIN

NOMOR SOP SOP.JASU.033/DPMPTSP
TGL. PEMBUATAN : 31 AGUSTUS 2018
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
WALIKOTA
DISAHKAN OLEH
BANJARMASIN

Penerbitan Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)

BIDANG PERIZINAN JASA USAHA NAMA SOP
. dengan e Tanda Tangan
DASAR HUKUM: = } : S | KUALIF[KASI PELALSANA

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PaJak Daerah dan 1. Minimal SMA / Sedera_]at

Retribusi Daerah. 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
2. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2013 tentang | 3. Mampu mengoperasikan komputer

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 | 4. Mampu bekerja sama dalam Tim

Tahun 2009 tentang Kewenangan dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan | 5. Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan SOP

Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin.

3. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasa Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin.

4. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2012 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Untuk Mendapatkan Surat Keterangan Tempat
Usaha di Kota Banjarmasin.

5. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas
Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Banjaxmasm _

- KETERKAITAN: . | PERALATAN/PERLENGKAPAN: e :
1. Perangkat Komputer 4 Jarmgan Intcmet
2. Alat Tulis Kantor 5. Meja Kursi Petugas
| 3. Tab/ Smartphone 6 Lema.n AI‘Slp _
PERINGATAN 1 PENCATATAN DAN PENDATAAN G

Apabilatahapan SOP tldalc dﬂaksanakan dengan baJk maka akan bcrdampak

pada waktu penyelesaian.

Disimpan sebagm data elektromk dan dxars1pkan
Dokumentasi SKTU yang dikeluarkan.
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NOMOR SOP : SOP.PM.007/DPMPTSP
TGL. PEMBUATAN : 31 AGUSTUS 2018

TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN WALI K OT A
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DISAHKAN OLEH :
KOTA BANJARMASIN BANJARMASIN
Pelayanan Izin Usaha Perubahan Penanaman
BIDANG PENANAMAN MODAL NAMA SOP :
Modal
DASARURUM: - o ey ag s e i (R | KUALIFIKASI PELAKSANA: S
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. 1. Pendidikan minimal SMA/Sederajat
2. Perpres Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di | 2. Mampu mengoperasikan computer
Bidang Penanaman Modal. 3. Memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan SOP
3. Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Sistem Pelayanan | 4. Mampu bekerja sama denganTim
dan Perizinan Investasi secara Elektronik. 5. Memahami Peraturan Perundang — undangan yang berlaku

4. Perda No 10 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di
Kota Banjarmasin.

S. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasa Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin.

6. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas
Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Ban_]armasm

ICETERKATI‘AN R s R I D RSt o Shk i -_'PERﬁLATANf PERLENGKAPAN

1. Komputer dan kelengkapannya

2. Alat tulis kantor

3. Filling kabinet/lemari arsip

4. Peraturan perundang — undangan yang bcrlaku

_ PERINGATAN: Tl s e | PENCATATAN DAN PENDATAAN: '

Apablla SOP tidak chlaksanakan akan tezjadl kelambatan, ketldakjelasan Disimpan sebagai data eletronik, dldokumentasman

alur, ketidak trasparan biaya dan ketidak tepatan waktu pelayan
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NOMOR SOP SOP.PM.009/DPMPTSP
TGL. PEMBUATAN 31 AGUSTUS 2018

TGL. REVISI

~ TGL. EFEKTIF
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WALIKOTA
KOTA BANJARMASIN DISAHKAN OLEH BANJ SIN
BIDANG PENANAMAN MODAL
NAMA SOP Perencanaan Kegmtan Promosi Potensi Daerah
DASAR HUKUM: | KUALIFIKASIPELAKSANA: o

1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tcntang Penanaman ModaL

2. Perpres Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di
Bidang Penanaman Modal.

3. Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Sistem Pelayanan
dan Perizinan Investasi secara Elektronik.

4. Peraturan BKPM RI No. 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tatacara
Perizinan dan Fasilitasi Penanaman Modal.

5. Peraturan BKPM RI No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tatacara
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

6. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas
Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pendidikan minimal SMA/ Sedera_]at

2. Mampu mengoperasikan computer

3. Memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan SOP
4. Mampu bekerja sama denganTim

5. Memahami Peraturan Perundang — undangan yang berlaku

o Banjarmasin

_4 Pcraturan perundang undangan yang berlaku _

i. Komputcrdan keléngl:c-alpahnyé
2. Alat tulis kantor
3. Filling kabinet/lemari arsip

Ap_ablla SOP tldak dﬂaksanakan akan teqadl kelambatan kcndak_}elasan
alur, ketidaktransparanan biaya dan ketidaktepatan waktu pelayanan.

Dlslmpan sebagm data elektronﬂ{ dan d1arS1pkan
Dokumentasi Perencanaan Kegiatan Promosi Potensi Daerah
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PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANJARMASIN

BIDANG PENANAMAN MODAL

NOMOR SOP SOP.PM.010/DPMPTSP ]
TGL. PEMBUATAN 31 AGUSTUS 2018

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

WALIKOTA BANJARMASIN

DISAHKAN OLEH

NAMA SOP Kegiatan Promosi Potensi Daerah

DASAR HUKW

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1, Unda.ng-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu
Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.

3. Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Sistem Pelayanan
dan Perizinan Investasi secara Elektronik.

4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan
Penanaman Modal di Kota Banjarmasin.

S. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasa Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin.

6. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas
Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Banjarmasm

1. Pendidikan minimal SMA/ Scderajat

2. Mampu mengoperasikan computer

3. Memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan SOP
4. Mampu bekerja sama denganTim

5. Memahami Peraturan Perundang — undangan yang berlaku

KET ERKAITAN

: PERALATAN; PERLENGKAPAN:

1. Komputer dan kelengkapannyé
2. Alat tulis kantor
3. Filling kabinet/lemari arsip

PERNGATAN

4. Peraturan perundang — undangan vang berlaku

| PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila SOP tldak dﬂaksanakan akan tcr]adl kelambatan Letldalqelasan
alur, ketidaktransparanan biaya dan ketidaktepatan waktu pelayanan.

Disimpan sebagai data elektromk dan dla.rsnpkan
Dokumentasi Kegiatan Promosi Potensi Daerah.
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PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANJARMASIN

BIDANG PENANAMAN MODAL

NOMOR SOP SOP.PM.011/DPMPTSP

TGL. PEMBUATAN JUNI 2016

TGL. REVISI DESEMBER 2016 (Rev.01)

TGL. EFEKTIF 02 JANUARI 2017

DISAHKAN OLEH WALIKO TA
BANJARMASIN

NAMA SOP Kegiatan Monitoring Perusahanan Bidang

Penanaman Modal _

1 '?KUALTFILASI P 'LALSANA

1. Undang—Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pcnanaman Moda,l

2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu
Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.

3. Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Sistem Pelayanan
dan Perizinan Investasi secara Elektronik.

4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan
Penanaman Modal di Kota Banjarmasin.

5. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasa Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin.

6. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas
Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Ban_]armasm

5":"‘.0’?3!"-

Pendldlkan minimal SMA/ Scdera_]at

Mampu mengoperasikan computer

Memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan SOP
Mampu bekerja sama denganTim

Memahami Peraturan Perundang — undangan yang berlaku

e *PERALATAN!?ERLENGKAPAN

3 Fllhng kabmct/ leman ar51p -

1. Komputer dan kelengkapannya
4. Peraturan perundang -

2. Alat tulis kantor

_ unda.ngan yang berlaku

ENCATATAN DAN PENDATAAN:

'Apablla SOP tidak dﬂaksanakan akan tCI‘_'[adJ kelambatan | Letxdakjelasan
alur, ketidak trasparan biaya dan ketidak tepatan waktu pelayan

Dismpan sebagai data eleldromk dan dlﬂl‘SlpkaIl
Dokumentasi Kegiatan Monitoring Perusahanan Bidang Penanaman

Modal
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NOMOR SOP SOP.DALTU.01/DPMPTSP
TGL. PEMBUATAN 31 AGUSTUS 2018
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DISAHKAN OLEH WALI KOTA
KOTA BANJARMASIN BANJARMASIN
BIDANG PENGENDALIAN MUTU NAMA SOP Penyusunan Indeks hepuasan Masyarakat (IKM)

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Instruksi Presiden RI No. 1 'I‘ahun .1995- tentang Perbaikan dan

1. Memilki kemampuan mengumpul dan mengolah data
Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat. 2. Memiliki kemampuan menganalisis data
2. PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan | 3. Memahami Peraturan Perundang-undangan terkait
Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 4. Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan SOP
5. Mampu bekerja sama dengan Tim
 KETERKAITAN: ' _PERALATAN! PERLENGKAPAN:
1. Perangkat komputer
2. Meja kursi petugas
3. Alat tulis kantor
4, Lemari arsip
: PERJNGATAN PENCATATAN DANPENDATAAN

SOP adalah standard baku, apabﬂa udak dﬂaksanakan maka proscs
administrasi pemerintahan tidak akan berjalan lancar

stzmpan sebagm data elektronik dan ma.nual dokumenta31
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NOMOR SOP SOP.KABANG.01/DPMPTSP
TGL. PEMBUATAN 31 AGUSTUS 2018
TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DISAHKAN OLEH WALIKOTA
KOTA BANJARMASIN BANJARMASIN
BIDANG PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN NAMA SOP Pengembangan dan Inovasi Pelayanan
DASAR HUKUM it _ ' " _ KUALTFIKASI PELAKSANA: i

1. Instruksi Presxden RI No 1 Tahun 1995 Tentang Perbaikan dan | 1. Memilki kcmampuan mengumpul dan mengolah data
Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat. 2. Memiliki kemampuan menganalisis data

2. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang | 3. Memahami Peraturan Perundang-undangan terkait
Susunan Organisasa Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin. 4. Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan SOP

3. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas | 5. Mampu bekerja sama dengan Tim

Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Banjarmasin.

K.E'TERKAITAN

| PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

1. Seluruh SOP Pelayanan
2. SOP Pengkajian Regulasi

1. Perangkat komputer
2. Meja kursi petugas
3. Alat tulis kantor

4. Lemari arsip

PERIN GA‘I‘AN

| PENCATATAN DAN PENDATAAN

SOP adalah standard baku, apablla ndak dﬂaksanakan maka proses
administrasi pemerintahan tidak akan berjalan lancar.

Dlsn:npan scbagax data elektromk dan manual clokumentam
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PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANJARMASIN

BIDANG PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN

NOMOR SOP SOP.KABANG.02/DPMPTSP

TGL. PEMBUATAN 31 AGUSTUS 2018

TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
. WALIKOTA
DISAHKAN OLEH
BANJARMASIN
NAMA SOP

Pengka]:an Regulas:

KUALIF[KASI PELAKSANA:

DASARHUKUM : S
1. Peraturan Daerah I{ota Ban;a.rmasm Nomor 7 'I‘ahun 2016 tentang | 1. Memiliki kemampuan mengumpul dan mengo]ah data
Susunan Organisasa Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin. 2. Memiliki kemampuan menganalisis data
2. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas | 3. Memahami Peraturan Perundang-undangan terkait
Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu | 4. Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan SOP
Pintu Kota Banjarmasin. 5. Mampu bekerja sama dengan Tim
KETERKAITAN 5 PERALA‘I‘AN! PERLENGKAPAN
1. Seluruh SOP Pelayanan Perangkat komputer

2. Meja kursi petugas
3. Alat tulis kantor
4. Lemari arsip

PENCATATAN DAN PENDATAA] A

SOP adalah :standard baku, apabzla txdak dﬂaksanakan - maka prosés

administrasi tidak akan berjalan lancar.

Dlsimpan sebagaz data clcktmmk-dan manual dokumentam il
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1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah

2. SK Kepala LAN No. 239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

3. Peraturan Menpan dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan AKIP.

4. Peraturan Menpan dan RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Evaluasi AKIP.

S. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasa Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin.

6. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas
Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu

B o NOMOR SOP SOP.RENCAN.001/DPMPTSP

TGL. . 5 ,
PEMBUATAN 31 AGUSTUS 2018
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN . W ALI KOT A

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DISAHKAN OLEH
KOTA BANJARMASIN BANJARMASIN
SUBBAG PERENCANAAN NAMA SOP Penyusunan LAKIP DPMPTSP
DASARHUKUM: | ' KUALIFIKASI PELAKSANA: e
1. Memilki kemampuan mengumpul dan mengolah data

2. Memiliki kemampuan menganalisis data
3. Memahami Peraturan Perundang-undangan terkait
4. Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan SOP

intu Kota Banjarmasin.

sop “adalah standard baku, ainabila tidak dilaksanakan niéka proses

administrasi tidak akan berjalan lancar

| 1. Perangkat komputer
2. Alat tulis kantor
3. Lemari arsip
- PERINGATAN: - | PENCATATAN DAN PENDATAAN: e
D 1 Disimpan scﬁagai data clektronik dan manual
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NOMOR SOP . SOP.RENCAN.002/DPMPTSP

TGL. PEMBUATAN  : 31 AGUSTUS 2018

TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN .
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DISAHKAN OLEH : WAL I KOTA
KOTA BANJARMASIN B ANJ ARM ASI N
SUBBAG PERENCANAAN NAMA SOP . Penyusunan Renstra DPMPTSP
' ' KUALIFIKASI PELAKSANA:

Memilki kemampuan mengumpu_l dan mengolah data
Memiliki kemampuan menganalisis data

Memahami Peraturan Perundang-undangan terkait
Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan SOP

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional,

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.

4. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasa Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin.

5. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas
Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu

:hmm._-

Pintu Kota Banjarmasin.

| PERALATAN/ PERL’ENGKAPAN

1. Perangkai_ komputer
2. Alat tulis kantor
3. Lemari arsip

PERINGATAN - B S S e | PENCATATAN DAN PENDATAAN:

SOP adalah standard baku apabxla tldal-. dﬂaksanakan maka proses D1sm1pan sebagai data elektromk dan manual
administrasi pemerintahan tidak akan berjalan lancar
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PROSEDUR PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
Pelaksana Mutu Baku
No Uralan Prosedur | Kegiatan . | Kasubbag Bendahara ] ; Keterangan
Kadis | Sekrelars Pal i Staf Pentoliara PNS | Persyaratan /Kelengkapan | Wakiy Output

1 |Mendisposisi Sekretaris tentang pegawal yang ditugaskan Data dan informasi 10 menit  |Divposisi Kadis
melakukan perjalanan dinas luar daerah @

2 |Membuat disposisi ke Kasubbag Perencanaan untuk Disposisi Kadis 15 menit  |Dmposisi Sekretaris
mengansep Surat Penugasan Pegawai

3 [Membuat konsep Surat Perintah Tugas Pegawai dan SPPD — Disposisi Sekretaris 30 menit |Konsep Sural Penntah

: . Tugas & SPPD
va| 7

4 |Memeriksa konsep surat perintah tugas dan SPPD, jika ada A Tidak| Konsep Surat Perntah| 10menit |Sural Perintah Tugas &
koreksi dikembalikan ke Kasubbag Perencanaan jika setuju N Tugas & SPPD SPPD diparal
diparaf dan diteruskan ke Kadis \ﬁ/

5 [Mereview Surat Perintah Tugas Pegawal, jika ada Koreksi K Surat Perintah Tugas & 10menit |Surat Perinfah Tugas
dikembalikan ke Sekretaris, jika seluju ditandatangani dan . SPPD diparaf Pegawai & SPPD
diserahkan ke Sekretaris untuk ditindaklanjuti.

6 |Memerintahkan Staf untuk menggandakan Surat dimaksud Surat  Perintah  Tugas| 15menit |Penyershan Surat
dan menyerahkan ke Bendahara dan Pegawai yang Pegawai & SPPD Perntah Tugas & SPPD
bersangkutan

7 |Menggandakan surat dan menyerahkan kepada Bendahara ¥ Penyerahan Surat Perintzh| 40menit |Penggandaan dan
dan Pegawai yang bersangkutan Tugas & SPPD penyerahan Sural

B [Mencairkan dana perjalanan dinas dan menyerahkan ke - Penggandaan dan| 300 menil |Pencairan dan|Proses SPP UP |/
Pegawai yang bersangkutan | [ penyerahan Surat penyershan dana GU

g |Menerima Surat Tugas, SPPD dana perjalanan dinas 3 Pencairan dan penyerahan| 30menit |Menerima Sural Tugas,

— - S0 dan s

10 |Melaksanakan perjalanan dinas | Menenima Sural  Tugas,| sesuai SPPD | perjalanan dinas|

( ) dilaksanakan

dinas
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PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANJARMASIN

SUBBAG KEUANGAN

NOMOR SOP : SOP.KEU.001/DPMPTSP
| TGL. PEMBUATAN : 31 AGUSTUS 2018
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
WALIKOTA
DISAHKAN OLEH
BANJARMASIN
NAMA SOP

: Pengajuan SPP-LS Gaji dan Tunjangan

DASAR HUKUM

| KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara
Penatausahaan dan penyusunan laporan Pertanggung Jawaban
Bendahara serta penyampaiannya.

4. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin.

5. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas

Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Banjarmasin.

1. Memiliki kemampuan dl bldang Keuanﬂan

2. Pemahaman tentang Prosedur dan Peraturan

3. Mengetahui mekanisme Pembayaran

4. Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan SOP

1. SOP Prosedur Pembayaran UP/GU

2. SOP Verifikasi
3. SOP Pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan.

1. Komputer, Printer

2. Lembar Kerja,DPA

3. Nota Dinas,SSP(PPh 21),Check List,Slip Gaji dan Tunjangan.
4. Lemari arsip

Apablla Prosedur i’éﬁgajuan SPP-LS dan Tunjangan terhambat maka

kegiatan rutin diantaranya pembayaran Gaji dan Tunjangan di DPMPTSP
Kota Banjarmasin akan terhambat.

.-Dlslmpan sebaga1 data elektromk dan manual -




PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANJARMASIN

SUBBAG KEUANGAN

NOMOR SOP . SOP.KEU.002/DPMPTSP

TGL. PEMBUATAN  : 31 AGUSTUS 2018

TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
WALIKOTA
DISAHKAN OLEH
BANJARMASIN
NAMA SOP . Prosedur Pembayaran UP/GU

DASAR HURUM

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoma.n
Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara
Penatausahaan dan penyusunan laporan Pertanggung Jawaban
Bendahara serta penyampaiannya.

4. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasa Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin.

5. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas
Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Ban_;a_rmasm

1. Memiliki kemampuan di bidang Keuangan

2. Pemahaman tentang Prosedur dan Peraturan

3. Mengetahui mekanisme Pembayaran

4. Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan SOP

KETERKAITAN

| PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Venﬁka31
2. SOP Pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan.

1. Komputer, Printer
2. Lembar Kerja,DPA Masing-masing Bagian/SKPD
3. Kwitansi/Nota belanja eksternal,Nota Dinas dari PPTK ke KPA

4. Leman a.rs1p

PERINGATAN

. PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apablla VCI'lﬁkB.Sl Pertanggung Jawaba.n Keuangan tldak d:laksanakan
dengan benar dan tepat waktu maka akan menghambat Kegiatan-kegiatan
yang ada pada DPMPTSP Kota Banjarmasin.

Disimpan sebagai data elcktromk dan manual
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NOMOR SOP : SOP.UMPEG.001/DPMPTSP

TGL. PEMBUATAN

: 31 AGUSTUS 2018

4. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas
Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu

TGL. REVISI
. TGL. EFEKTIF
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DISAHKAN OLEH WALIKOTA
KOTA BANJARMASIN B ANJ ARM ASIN
SUBBAG Ul'ﬂUM DAN KEPE(;A\VA[AN NAMA SOP ; Penyelenggaraan Administrasi Surat Masuk dan
Pengarsnpan
DASAR HUKUM: B e R T U AL TRIKA S| PELAKRSANAY 3 L e & | _
1. Undang—undang Nomor 7 Tahun 1971 tcntang Kctentuan-ketentua.n 1. Memiliki kewenangan dalam pengurusan admmmtram surat
Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 menyurat o )
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2964). 2. Memilki kemampuan untuk menyelenggarakan administrasi
2. Undang-undang Republik Indenesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang perkantoran
Kearsipan. 3. Mampu mengoperasikan komputer
3. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang | 4. Memahami Peraturan Perundang-undangan terkait
Susunan Organisasa Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin. 5. Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan SOP

Pmtu Kota Banjarmasm

| PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

1. Perangkat komputer

2. Alat tulis kantor

3. Buku agenda surat masuk
4. Lemari arsip

ENCATATAN DAN PENDATAAN: -~ . =

Proqcs surat mcnyu.rat dalam adrmmstrasx pemcnntahan merupakan
keharusan. Apabila proses surat masuk tidak dilaksanakan sesuai SOP,
maka akan menghambat pelaksanaan administrasi pemerintahan.

.Buku Agenda surat masuk

Kartu Kendali
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NOMOR SOP ] : SOP.UMPEG.002/DPMPTSP

TGL. PEMBUATAN  : 31 AGUSTUS 2018

Kearsipan.

3. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasa Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin.

4. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas
Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Banjarmasm

3. Mampu mengoperasikan komputer
4. Memahami Peraturan Perundang-undangan terkait
5. Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan SOP

TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DISAHKAN OLEH WALIKOTA
KOTA BANJARMASIN BANJARMASIN
SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN NAMA SOP Penyelenggaraan Administrasi Surat Keluar dan
Pen,,ampan
DASAR HUKUM: = | KUALIFIKASI PELAKSANA: - - _
1. Undaug-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Kctentuan ketentuan 1. Memiliki kewcnangan daJam pengurusan adxmmstram surat
Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 menyurat
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2964). 2. Memilki kemampuan untuk menyelenggarakan administrasi
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang perkantoran

SRETERRATTAN = Sonii s Ll s e !

| PERALATAN/ PERLENGKAPAN: .

1. Pera.ngkat komputer

2. Alat tulis kantor

3. Buku agenda surat keluar
4. Buku ekspedisi surat

5. 5. Lemari arsip

PER]N GATAN

PENCATATAN DAN PENDATAA

Proses surat menyurat dalam admm1stras:| pemenntahan merupakan
keharusan. Apabila proses surat keluar tidak dilaksanakan sesuai SOP,
maka akan menghambat pelaksanaan administrasi pemerintahan.

Buku agenda surat keluar
Ekspedisi surat
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PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR SOP : SOP.UMPEG.003/DPMPTSP

TGL. PEMBUATAN  : 31 AGUSTUS 2018

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

Susunan Organisasa Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin.

4. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas
Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Banjarmasin.

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DISAHKAN OLEH WALI KOTA
KOTA BANJARMASIN B ANJ ARM ASIN
SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN NAMA SOP : Pelaksanaan Jaminan Jasa Pemeliharaan Kesehatan
PNS / Askes
DASAR HUKUM: | KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. UU RI No. 43 Tahun 1999 tcntang perubahan atas UU No 8 Tahun 1974 1. Minimal SMA / sederajat

tentang Pokok-pokok Kepegawaian. 2. Memilki kemampuan mengumpul dan mengolah data
2. PP No. 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri | 3. Mampu mengoperasikan komputer

Sipil, Vetran, Perintis Kemerdekaan beserta Keluarga. 4. Memahami Peraturan Perundang-undangan terkait
3. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang |5. Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan SOP

_ KETERKAITAN: : | PERALATAN/PERLENGKAPAN:
SOP PT Askes 1. Perangkat komputer
2. Alat tulis kantor
3. Meja kursi petugas
4, Lemari arsip
 PERINGATAN: i ENCATATANDANPENDATAAN: | =

SOP adalah standa.rd baku apablla tldak mlaksanakan maka proses
administrasi kepegawaian tidak akan berjalan lancar

Disnnpan sebagal data elektromk dan manuaJ
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NOMOR SOP : SOP.UMPEG.004/DPMPTSP

TGL. PEMBUATAN  : 31 AGUSTUS 20018

TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN T

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DISAHKAN OLEH WALIKOTA
KOTA BANJARMASIN BANJARMASIN
SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN N SOP ; Pembuatan Karpeg, Karsu / Karis dan Kartu Askes
Pegawa:
~ DASAR HUKUM: - | KUALIFIKAST PELAKSANA:

: Undang—Undang Nomor 43 'I'ahun 1999 tentang perubahan atas Undang—
Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

1. Minimal SMA / sederajat _
2. Memilki kemampuan mengumpul dan mengolah data

2. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang | 3. Mampu mengoperasikan komputer

Susunan Organisasa Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin.

4. Memahami Peraturan Perundang-undangan terkait

3. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas | 5. Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan SOP

Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Banjarmasin.

«KEIERLAITAN

: "PERALATANI PERLENGKAPAN

1 SOP BKD, lelat

1. Perangkat komputﬂr
2. Alat tulis kantor

3. Meja kursi petugas
4. Lemari arsip

'TAN_DANJPENDATAM

SOP adalah standard baku, apablla ttdak dﬂaks_anakanmaka proses “Dlsunpan_sebégal data elektronik dan manual

administrasi kepegawaian tidak akan berjalan lancar




wungp ye| seyig| ywow 0§ | ues ysuued /jsisodsig ﬂv Mg 2 uexnlep Bued sexieq ewuauap| 6

ueydisseBuaw

sipey webugepump BMas (aM8 24 JejueBusgq jeing  ueBusp
ues) ymuusd /issedsig) Huew Q) yer) Bued seyeg ueinsn  ueywuibuaw ynun jeig uexsebnuswl| g

Badwn
Beqqnsey vep s=anES -
jesedip yeym BA myuebuad 4
smyleq uebu=iepuz | | Juaw 009 JeIns Uep uens() JjejeBuad jeins iueBuejepususy| £
Badwn \,
Beqqnsey uep suRialOg Soduwy) N
jesedip yers) BA seyuefvad Beqqnsay jsedp yzis 64 3
jeins uep usinen)| wuew g | Jseuebusd jeins dasuoy JeueBuad 1eins jesewall UBp Malnaa| g
m@@ED \F
Beqgnsey jeredip yer) B4 <
M_H_._mm:“n jeins desuoy | pusw gy | seuebued jeins dasuoy /Jﬂ\ 1ejueBuad jeins jeieliall UEp MalASIBW| §
W

! uenfelp
smuebuad jeins dasuoy| nusw gy | esyuedip yeis 64 sojieg Buek seyioq ymun Jejuebusd 1eins Nnsbusp| &

esyuadip . |IA_V “Jejuebuad jeins
yejs) Buak seweg| nuew gy | uesty ymuusd / tsisodsig 7 dasucBuaw uep sexiaq uedeyBus|ay essuswap| £

JeyueBuad jeins
uesy yejuued J 1sisodaig| Juaw G uginsn seped ueyienqwsaw Badwn Beqqnsey ueysebnuap| Z

gbayusyg i wnjaq Buek iBeqg saysy NUEY UEP NSIEY [SUEY
:ﬂﬂmﬁ?.& s55014 ueinen sexag | Jusw Q) ugjnsn seysg /Badiey] uejenqwad (nsn sexisq ueynfeBuspy| L

. e Sduin | L. |venpueseq
ueBuese)ey ndno i | Uejeiehsisg e Zedey e pis Beqqnsay i BA SNd uejeiBay [ Inpasold usiein oN
nmjeg mny Buesyejad

)

)

IVMYOId SINSY ‘NSUVYN/SIHVYH ‘DIdUVYA NVLVNENId ¥NA3SO¥d




p.mmﬂwﬁ ﬁmv NTUOIN[a ﬂwu Emmauw uedunsi(q

-reoue] uerel1oq uese yepn ueremesaday Isensmuupe
wvmo,ﬁ mxmﬁ gﬁ@wxﬂe vaa E_nmmm sxmn Emv:ﬁm Ye[epe dos

INVVLVANA NVA NVLVLVONE |

 NVILVONRIHd

disre uewo] ¢

segnjod 1sany el ¢
loyuey SN BV T

k@uznﬁox rex8uriad 1

1ERIA .QM.m dOS 1

Zé EOqumum /NVLVIVIEd |

dO§ ueeuesye2d wepep 133U TAUNIUOY BTN
J1ex19} UeSUBpUN-SUBPUTLId] UBINBIY UBYBWIN
sondwoy uexyiserddoguowr ndurepy

ejep yeodusw uep Mdwnsusw uendwewoy] BN
jeferopas / VNS [BWIUTN

R I T

‘urseuLrelueg €10y
nmurg njes npedia], ueueAe[d] [BPOA UBIIBUEBUI{ SBUI(] ISSUT,] UBP J0}0d
seSn], Suelus) 9IQZ UNUEBJ G JOWION UISBULIR[URH BIONMEM UBIMBII ‘'€

‘ursenLrefURg B0y JEIULIDWD] YRIR( 1B)3UrIdd BSESIUBsIQ UBunsng
Suejuo) 9[Qg unyel , JowopN uisBuLefuUeg BOY YeIdBJ UBIMEBI] '
‘ueremegoday sjosjod-3oxod Surjudl .61 UNYE] 8 IOWON suepun
-wc.m_uﬂD mﬁw Emﬂmgz._oa Sumua) 6661 UNYE], mv uoﬁoz mﬁmvﬁb.mnmv:D I

VNVSAVTEd ISV

EDMDE M<m<0

IEMESIJ ¥)B(] UBHEINWAJ usunsniudg

dOS VIANVN

NISVINIVINVd
V.LOAT'TVM

HATO N¥NHVSIA

JLLNF43 "IOL

ISIAFY "TOL

8107 SNLSNDV I€ -

NV.LVNENEd “1O.L

dS.LdWNdA/S00' DAdNN'dOS -

dOS YOWON

NVIVAAVOIAJIN NVA WNNN OVFINS

NISVIWHVINVE VLOM
NINId NLVS NAVAIAL NYNVAVTId NVA TVAOW NVINVNVNId SYNIA
NISVIAHVINVE VLOM HVINIMIWAd




smuefiue jang uep sipey webueiepueyip g % wupip ynjun sejuebuad jeing
emefod veq vesp@nway| weyz uyem  Buek desuoy uep lemebad ejeq uelUNEINWBY UBWNYOP '|EIS 3 ueyseSnuaw|
sipey webueepumy sumanes AW ieueBuad
|yze Gueh dosuoy| puswpg [ey@owp  BA dasuoy 4 1eing uep jemebag eleq uRWEINWR G uswmjop jueBuejepusuap| g
L 4
L
suRanag Eﬁ&j
s5aI0N1p BA dasuoy| sl g [isyasonp 64 dasuoy — JejueBuad j2ing Uep JeUWOopN Jeyeq jerewaw uep 1syaloBuapy| g
smuebuag \_/u
fieqqnsey jang  uep  remefad AEPLL R JejueBusd 1eIng uep 1emeBad
pioyp  BA desuoy| yuawgg [eep vempmnwed dasuo T eleq) ueleInwad ueyebuad |sey jeiewaw uep 1syalobuap|
i oA
seuefivay _Hl_
1eIng uep remebiad \L lejueBuad
gep usiyyenwed dasuoy|  wey | veunsniuad dasuoy jeing uep (emeBad EleQ uenEINwad dasuoy Nnabusp| £
= | le
1 I~ Jeuebuag
veunsniuad dasuoy uey | ues| yejuuad 7 sisodsig jmins uep emebag ejeq usinpeinwasd  dasuoy jenquwap| z
ebay L=y tesebad ejep
¢ ueesaphuad sesold ves) yejuuad [ 1sisodsig|  puaw 6 uesepa jBIng ueiuyenwad jenquaw ymun Badwn Beqggnsey uesseBnuapy| ¢
: Badwy
indy 8 ugesrefe, 1 SUEjanag
By 10 mpyep | vedexSusEy/ us d | spEy S Saane) e L =
nyeg mny nuesie|ay

IVMVY9O3d V.LVA NVHIHMVLNNEd 3Nad3sodd

)




" NOMOR SOP . SOP.UMPEG.006/DPMPTSP

TGL. PEMBUATAN  : 31 AGUSTUS 2018

4. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas
Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Banjarmasin.

TGL. REVISI
: TGL. EFEKTIF
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DISAHKAN OLEH WALI KOTA
KOTA BANJARMASIN BANJARMASIN
SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN NAMA SOP : Pengawasan dan Evaluasi Absensi Sidik Jari dan
Manual
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. UU RI No. 43 Tahun 1999 tcntang pcrubahan atas UU No 8 Tahun 1974 1. Minimal SMA / sederajat
tentang Pokok-pokok Kepegawaian. 2. Memilki kemampuan mengumpul dan mengolah data
2. PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. 3. Mampu mengoperasikan komputer
3. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang | 4. Memahami Peraturan Perundang-undangan terkait
Susunan Organisasa Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin. 5. Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan SOP

KETERKAITAN

1 SOP BKD lelat

1. Perangkat komputer
2. Alat tulis kantor

3. Meja kursi petugas
4. Lemari arsip

PE RINGATAN

S PENCATATAN DAN PENDATAAN

SOP adalah standard baku apab:la tldak dllaksanakan maka proses
administrasi kepegawaian udak akan berjalan lancar.

Dlsm:lpan sebagal data elektmmk dan manual
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PROSEDUR PENYUSUNAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN
Pelaksana Mutu Baku
peaian Prossdur/ Keglatan Sekretaris "E;"::;g Staf Kede | persyaratan I Kelengkapan Wakiu Output Kataraigin

Menugaskan Kasubbag Umpeg untuk menyusun Sural edaran 15 menit Disposisi / perintah lisan Proses penyelasaian 5 han

DUK kerje

Membuat konsep DUK dan Surat Pengantar "_E Disposisi / perintah lisan 300 menil Konsep penyusunen

Mengetik DUK dan Surat Pengantar ! Konsep penyusunan 300 menit Konsep DUK den Sural]

— Pengantar
]
Mengoreksi dan memaraf hasil pengetikan DUK L Konsep DUK dan Sural 60 menit Konsep DUK dan Sural
dan surat pengantar /J\ Pengantar Pengantar yg dikoreksi
\}\/ Kasubbag Umpeg

Mengoreksi dan memaraf DUK dan Surat v Konsep DUK dan Sura!l 60 menit Konsep DUK dan Sural

Pengantar < R Pengantar yg  dikoreksi Pengantar yg  dikoreksi
Kasubbag Umpeg Sekreleris

Menandatangani DUK dan Surat Pengantar Konsep DUK dan Surall 600 menit Konsep DUK dan sural]
Pengantar yg  dikoreks pengantar  yang  lelsh
Sekretaris ditandatangani

Menugaskan staf mengantar DUK ke BKD. Konsep DUK dan surat 90 menit DUK dan sural pengantar
pengantar  yang  lelsh yang loleh ditanda-tangani
ditandatangani

Mengantar DUK ke BKD. DUK dan Surat Pengentar 10 menit Arsip
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AP,

NOMOR SOP . SOP.UMPEG.012/DPMPTSP
TGL. PEMBUATAN  : 31 AGUSTUS 2018
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ) WALIKOTA
KOTA BANJARMASIN PRI BANJARMASIN
SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN NAMA SOP : l’enyelenggaraan Rapat Internal
~ DASAR HUKUM: | KUALIFIKASI PELAKSANA: R

1. Peraturan Daerah Kota Banjarmasm Nomor 7 'I‘ahun 2016 tentang
Susunan Organisasa Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin.

2. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas
Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Banjarmasin.

1. Memiliki kewenangan dalam penyclenggaraa_n rapat

2. Memilki kemampuan untuk mencatat dan menyusun notulen rapat
dan laporan hasil rapat

3. Memahami Peraturan Perundang-undangan terkait

4. Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan SOP

| PERALATAN/PERLENGKAPAN:

S. Notﬁleh Rapat
6. Undangan
7. dan Konsumsi

1. Ruangan rapat

2. Sound system

3. LCD/Proyektor

4. Daftar hadir rapat

SOP adalah standard baku, apabﬂa tldak dﬂaksanakan “maka proses
administrasi tidak akan berjalan lancar Rapat merupakan wahana dalam
penyampaian dan penyatuan pendapat dan pengambilan keputusan. Apabila
tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka pengambilan keputusan tidak dapat
berjalan lancar.

Daftar Hadir
Buku notulen rapat
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